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ABSTRAK 
 
IRMA PERMATA ASRI. E 0005195. PELAKSANAAN PERJANJIAN 
TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) ANTARA PIHAK 
RUMAH SAKIT DENGAN PASIEN MELAHIRKAN DI BAGIAN KAMAR 
BERSALIN RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA. Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum 2009. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai prosedur 
dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran (informed consent) antara 
pihak rumah sakit dengan pasien melahirkan di bagian kamar bersalin RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta, tanggung jawab pihak rumah sakit atas wanprestasi yang 
dilakukan oleh dokter dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran tersebut, 
dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran antara pihak rumah sakit dengan 
pasien melahirkan. 
Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif 
dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, teknik 
pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu studi lapangan dan studi 
kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis data yang 
digunakan oleh penulis adalah model analisis interaktif  atau yang lebih dikenal 
dengan “Interactive Model Of Analysis”. 
Hasil penelitian ini berisi tentang prosedur dalam pelaksanaan perjanjian 
tindakan kedokteran antara pihak rumah sakit dengan pasien melahirkan di bagian 
kamar bersalin RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang telah memenuhi syarat-syarat 
sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Tindakan kedokteran 
yang menggunakan perjanjian tersebut meliputi tindakan induksi, operasi dan 
vacuum yang dilakukan sesuai dengan tahapan pendidikan kedokteran. Tindakan 
kedokteran pada pasien melahirkan merupakan  tindakan yang mempunyai risiko 
tinggi, sehingga berdasarkan Pasal 3 Permenkes Nomor 585 Tahun 1989 tentang 
Persetujuan Tindakan Medis, maka harus ada persetujuan tertulis yang disepakati 
dan ditandatangani oleh kedua pihak, yang disebut dengan informed consent. 
Mengenai tanggung jawab pihak rumah sakit jika terdapat wanprestasi yang 
dilakukan oleh dokter merupakan tanggung jawab pihak rumah sakit, namun jika 
hal tersebut terjadi pada dokter dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi maka 
dokter yang bersangkutan tersebut akan melakukan suatu pendekatan 
kekeluargaan dengan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya 
tersebut melalui penggantian biaya kerugian yang diderita pasien, sehingga sangat 
kecil kemungkinan bagi pasien untuk melakukan penuntutan terhadap pihak 
rumah sakit. Selain itu, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan 
perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan di RSUD Dr. Moewardi 
terlebih mengenai penjelasan informasi, bentuk, dan isi dari informed consent 
tersebut. Dalam hal ini diharapkan agar pihak rumah sakit dapat memberikan 
kebijakan mengenai bentuk dan isi informed consent yang digunakan, sehingga 
tidak menghambat pelaksanaan perjanjian tersebut. 
MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan hanya 
kepada Allahlah hendaknya kamu berharap. 
- Q.S Al-Insyirah : 68 - 
Tak ada yang namanya rahasia sukses. Sukses adalah hasil persiapan, kerja keras, dan 
belajar dari kegagalan. 
- Colin Powell - 
Bukan besar atau kecil yang membuat engkau menang atau gagal, tetapi jadilah yang 
terbaik siapapun engkau adanya 
- Douglas Mallock - 
Mengakui kekurangan diri adalah tangga kuat mencapai cita-cita, berusaha terus untuk 
mengisi kekurangan adalah keberanian yang luar biasa 
- Hamka - 
Jangan pernah menyerah, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk 
menerima sebanyak-banyaknya 
- Laskar Pelangi - 
Mulailah segala sesuatu dari bawah, karena jika engkau terbiasa mendapatkan sesuatu 
dengan mudah, maka engkau pun akan mudah kehilangan 
- Mark - 
Kesempatan hanya datang satu kali, satu kali untuk merubah hidup menjadi lebih baik 
- Penulis - 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara berkembang yang sekarang ini sedang 
melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang berpedoman pada 
Undang Undang Dasar 1945 sebagai arahan untuk mencapai tujuan nasional 
seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea 
empat yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional tersebut merupakan 
pembangunan manusia seutuhnya yang dilaksanakan secara merata ke seluruh 
lapisan golongan masyarakat di Indonesia. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 
pembangunan nasional merupakan pembangunan dalam bentuk fisik maupun 
mental yang keduanya saling berkaitan satu sama lain. 
Kesehatan merupakan salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan 
pembangunan nasional, karena kesehatan sebagai kebutuhan yang sangat 
mendasar dan dibutuhkan oleh setiap manusia. Dalam pelaksanaannya, saat 
ini di Negara Indonesia masih banyak dijumpai masalah-masalah kesehatan 
yang dapat dilihat dengan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal 
tersebut khususnya terjadi pada golongan masyarakat menengah ke bawah. 
Untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan tersebut, pemerintah telah 
melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kesehatan masyarakat, baik 
melalui pembangunan fasilitas kesehatan, pemberian pelayanan kesehatan 
secara cuma-cuma maupun produk hukumnya. 
Seperti dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 1992 
tentang kesehatan, bahwa “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam 
memperoleh derajat kesehatan yang optimal”. Dalam rangka mempertinggi 
derajat kesehatan masyarakat diperlukan perbaikan kesehatan rakyat yang 
dilakukan melalui upaya kesehatan dan upaya penyembuhan dengan adanya 
pendekatan pelayanan kesehatan. 
Dokter, pasien dan rumah sakit adalah tiga subyek hukum yang terkait 
dalam bidang pemeliharaan kesehatan. Ketiganya membentuk baik hubungan 
medik dan hubungan hukum. Hubungan medik dan hubungan hukum antara 
dokter, pasien dan rumah sakit merupakan hubungan yang obyeknya adalah 
pemeliharaan kesehatan pada umumnya dan pelayanan kesehatan pada 
khususnya (Wila Chandrawila Supriadi, 2001:1). 
Rumah sakit sebagai salah satu wujud upaya pemerintah dalam 
pembangunan fasilitas kesehatan mempunyai peranan penting dalam 
meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, baik itu masyarakat desa 
maupun kota. Upaya pelayanan tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan 
yang bekerja di rumah sakit. Di antara masalah-masalah kesehatan yang 
sedang dihadapi tersebut tidak jauh dari masalah antara pasien dan pihak yang 
merawat, di sini bisa disebut pihak Rumah Sakit atau Dokter. Dalam 
penelitian ini penulis akan menggunakan istilah pihak rumah sakit dengan 
pasien sebagai pihak-pihaknya, karena yang bertindak selaku badan hukum 
adalah rumah sakit, jadi dokter dalam rumah sakit tersebut bertindak untuk 
dan atas nama rumah sakit. 
Sesuai dengan perkembangan cara berfikir masyarakat Indonesia yang 
semakin kritis terhadap hak-hak mereka, terutama dalam pelayanan kesehatan 
yang diberikan oleh pihak rumah sakit melalui seorang dokter, yang dapat 
dilihat dengan adanya masalah yang terjadi di Indonesia mengenai tuntutan 
pasien terhadap pihak rumah sakit karena pasien merasa dirugikan oleh 
pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter yang mengobati penyakit 
yang dideritanya, oleh karena itu diperlukan suatu perjanjian pelayanan 
kesehatan baik bagi pihak rumah sakit maupun pasien. Hal ini dilakukan 
untuk menghadapi kemungkinan apabila terjadi suatu kesalahan dari pihak-
pihak tersebut.  
Hubungan antara dokter dengan pasien termasuk dalam perjanjian 
untuk melakukan  beberapa jasa dan karena sifat hubungan hukumnya yang 
khusus yaitu inspanningverbintenis (perjanjian tentang upaya), sehingga 
dokter dalam hal ini berkewajiban untuk melakukan upaya semaksimal 
mungkin. Dilihat dari hubungan antara dokter dan pasien tersebut, maka 
dokter sebagai tenaga yang professional, dengan pendidikan dan 
pengalamannya diharapkan dapat menggunakan ilmunya secara hati-hati dan 
bertanggung jawab sehingga ia tidak sampai lalai, sedangkan pasien dengan 
posisinya yang lemah, tidak tahu apakah tindakan yang dilakukan oleh dokter 
tersebut benar atau tidak, dapat percaya dan menyerahkan tindakan untuk 
kesehatannya kepada dokter, berdasarkan informasi yang diperoleh dari 
dokter tersebut. 
Di kalangan profesi hukum dan kedokteran telah terdapat aturan yang 
memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pasien yang 
menerima pelayanan kesehatan yang didasarkan atas informasi yang 
diberikan oleh pihak rumah sakit melalui seorang dokter. Berdasarkan hal 
tersebut, maka dalam berbagai upaya penyembuhan kesehatan harus ada 
persetujuan dari pasien atas dasar informasi dari dokter di rumah sakit 
tersebut, atau disebut dengan informed consent. 
Informed consent sebagai salah satu dasar pertimbangan para dokter 
dalam mengambil tindakan medik untuk menyelamatkan nyawa seseorang, 
sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. HK. 
00.04.7.3.3725 melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 Tahun  1989 
tentang informed consent, maka dokter yang ingin melakukan operasi lebih 
dahulu harus memberikan informasi mengenai tindakan apa yang akan 
dilakukan, apa manfaatnya, apa risikonya, alternatif lain (jika ada), dan apa 
yang mungkin terjadi apabila tidak dilakukan. Keterangan tersebut harus 
diberikan secara jelas, dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan 
dapat dimengerti oleh pasien, sesuai dengan tingkat pendidikan dan 
intelektualnya.  
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No 585/Menkes/Per/XI/1989 
Pasal 1 menyebutkan bahwa persetujuan tindakan medis atau informed 
consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas 
dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan dokter 
terhadap pasien tersebut. Informasi tentang tindakan medis harus diberikan 
kepada pasien, baik diminta atau tidak oleh pasien tersebut. Kemudian 
berdasarkan informasi tersebut pasien akan memutuskan untuk menyetujui 
tindakan kedokteran yang ditawarkan atau menolak persetujuan yang 
diberikan secara tertulis maupun lisan. 
Namun banyak masalah dan kendala timbul dalam praktek kedokteran 
sehari-hari. Seperti antara lain : bahasa penyampaian informasi, batas 
banyaknya informasi yang harus/dapat diberikan, tidak seragamnya formulir 
tentang informed consent, masalah ikut campurnya keluarga atau pihak ketiga 
dalam hal pemberian persetujuan, dan kesalahan yang dilakukan oleh dokter 
dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran. Sebagai contoh kasus 
seorang ibu yang mengalami hipertensi pada saat kehamilan dan menjalani 
sectio caesaria (operasi melahirkan) di rumah sakit. Pada hipertensi dalam 
kehamilan ibu tersebut telah sempat mengalami kejang, maka gejala sisa 
dapat muncul di kemudian hari. Bahkan gejala sisa tersebut dapat bersifat 
permanen dan fatal. Dalam hal ini, mengenai informasi tersebut tidak 
diberikan secara jelas kepada pasien oleh dokter yang bersangkutan. Padahal 
seharusnya sebelum segala tindakan dilakukan segala konsekuensinya dan 
alternatif rencana tindakan harus dijelaskan pada pihak keluarga, meskipun 
dalam kasus tersebut dokter berhasil menyelamatkan pasien. Kasus lain 
seperti di RS Cibitung Bekasi, seorang dokter yang melakukan operasi bedah 
pada seorang pasien yang menderita penyakit kanker rahim, kemudian 
gunting yang digunakan pada saat operasi tersebut menyayat salah satu 
bagian organ dalam tubuh pasien, sehingga pasien tersebut mengalami 
kebocoran usus (http://klinikhardi.wordpress.com). 
Berdasarkan hal tersebut, maka adanya penelitian ini bagi kalangan 
profesi kedokteran dan pihak rumah sakit diharapkan agar dapat 
melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan standart etika dan hukum, 
sehingga tidak terjadi kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian 
bagi pihak pasien. Selain itu, dapat memberikan gambaran bagi masyarakat 
luas mengenai pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran, hal ini 
dikarenakan sebagian besar masyarakat kurang mengerti mengenai perjanjian 
tindakan kedokteran tersebut. 
Salah satu rumah sakit di Surakarta yang menyediakan pelayanan dan 
fasilitas yang memadai adalah RSUD Dr. Moewardi yang merupakan rumah 
sakit terbesar di wilayah Jawa Tengah  yang dalam melaksanakan pelayanan 
kesehatan terhadap para pasiennya juga melakukan perjanjian pelayanan 
kesehatan. Dari berbagai jenis perjanjian tindakan kedokteran yang ada, maka 
penulis akan memberikan pembatasan masalah yaitu mengenai perjanjian 
tindakan kedokteran untuk pasien melahirkan sebagai salah satu jenis 
perjanjian yang dilakukan oleh pihak RSUD Dr. Moewardi. 
Berdasarkan uraian di atas maka berkaitan dengan pelaksanaan 
perjanjian tindakan kedokteran terhadap pasien melahirkan, penulis tertarik 
untuk mengadakan penelitian dengan judul : “PELAKSANAAN 
PERJANJIAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) 
ANTARA PIHAK RUMAH SAKIT DENGAN PASIEN MELAHIRKAN 
DI BAGIAN KAMAR BERSALIN RSUD Dr. MOEWARDI 
SURAKARTA”. 
 
 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah 
pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Rumusan masalah 
dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga 
dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan 
sesuai dengan yang dikehendaki. Berdasarkan hal yang telah diuraikan dalam 
latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana prosedur dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran 
(informed consent) antara pihak rumah sakit  dengan pasien melahirkan 
di bagian kamar bersalin RSUD Dr. Moewardi Surakarta? 
2. Bagaimana tanggung jawab pihak rumah sakit jika terjadi wanprestasi 
oleh dokter dalam perjanjian tindakan kedokteran (informed consent) 
tersebut? 
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian tindakan 
kedoteran (informed consent) antara pihak rumah sakit dengan pasien 
melahirkan di bagian kamar bersalin RSUD Dr. Moewardi Surakarta? 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam setiap penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu yang dapat 
memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Berdasarkan latar 
belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian hukum ini adalah : 
1.   Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui prosedur dalam pelaksanaan perjanjian tindakan 
kedokteran (informed consent) antara pihak rumah sakit dengan 
pasien melahirkan di bagian kamar bersalin RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta. 
b. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak rumah sakit jika terjadi 
wanprestasi dokter dalam pelaksanaan perjanjian tindakan 
kedokteran (informed consent) tersebut. 
c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 
perjanjian tindakan kedokteran (informed consent) antara pihak 
rumah sakit dengan pasien melahirkan di bagian kamar bersalin 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
2.   Tujuan Subyektif 
a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam hal 
pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran. 
b. Untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari dengan kenyataan di 
lapangan mengenai pelaksanaan perjanjian. 
c. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penulisan 
hukum berbentuk skripsi. 
D. Manfaat Penelitian 
Setiap penelitian mempunyai manfaat yang dapat diberikan. Adapun  
penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 
1.   Manfaat Teoritis 
a. Bagi perkembangan Hukum Perdata mengenai pelaksanaan 
perjanjian tindakan kedokteran. 
b. Menambah referensi dan literatur kepustakaan khususnya dalam 
bidang Hukum Perdata dalam hal pelaksanaan perjanjian tindakan 
kedokteran. 
c. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian 
sejenis. 
2.   Manfaat Praktis  
a. Bagi Profesi Kedokteran dan Pihak Rumah Sakit  
Dari hasil penelitian ini diharapkan agar dalam melaksanakan 
tugasnya melayani kesehatan masyarakat lebih memperhatikan 
standart etika dan hukum. 
b. Bagi Penulis 
Sebagai sarana agar dapat mengembangkan penalaran, pemahaman 
serta tambahan pengetahuan dalam hal pelaksanaan perjanjian 
tindakan kedokteran. 
c. Bagi Masyarakat Umum 
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan 
masukan terhadap masyarakat sehingga mereka dapat lebih 
mengetahui mengenai pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran 
antara pihak rumah sakit dengan pasien melahirkan. 
E. Metode Penelitian  
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 
pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan 
menganalisisnya. Kemudian diadakan pemeriksaan secara mendalam 
terhadap fakta hukum dan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam 
gejala yang bersangkutan. 
Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu 
menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi 
merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 2006:7). Metode 
penelitian merupakan cara utama untuk memperoleh data secara lengkap dan 
dapat dipertanggunjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan dari penelitian 
tersebut dapat tercapai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu : 
 
1.   Jenis Penelitian 
Berdasarkan judul dan rumusan masalah, maka jenis penelitian 
yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum 
empiris merupakan penelitian hukum yang menyangkut permasalahan 
interelasi antara hukum dengan permasalahan sosial. 
Dalam hal ini, penulis mencoba untuk medeskripsikan dan 
menggambarkan prosedur dalam pelaksanaan perjanjian tindakan 
kedokteran antara pihak rumah sakit dengan pasien melahirkan. Selain 
itu penulis juga mencoba memberikan keterangan mengenai tanggung 
jawab pihak rumah sakit jika terjadi wanprestasi oleh dokter serta 
kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian tindakan 
kedokteran tersebut. 
2.   Pendekatan Penelitian 
Dilihat dari sifat dan tujuan penelitian, maka penelitian yang 
dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. 
Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh 
responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, 
yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono 
Soekanto, 2006:250 ). 
3.   Sifat Penelitian 
Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian 
deskriptif yang merupakan penggambaran obyek penelitian secara 
lengkap dan sistematis. Menurut Soerjono Soekanto, suatu penelitian 
deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin 
tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah 
untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam 
memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru 
(Soerjono Soekanto, 2006:10). 
4.   Lokasi Penelitian 
Berdasarkan judul dan rumusan masalahnya, maka penulis 
mengambil lokasi di bagian kamar bersalin RSUD Dr. Moewardi yang 
terletak di Jalan Kolonel Sutarto No. 132 Jebres Surakarta. Pengambilan 
lokasi tersebut dikarenakan RSUD Dr. Moewardi sebagai salah satu 
rumah sakit terbesar di wilayah Jawa Tengah yang melakukan perjanjian 
tindakan kedokteran pada pasien melahirkan dan juga telah terakreditasi 
statusnya sebagai rumah sakit swadana sejak tahun 1999. 
5.   Jenis Data 
Data adalah hasil dari penelitian, baik berupa fakta-fakta atau 
angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk dijadikan sumber 
informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang 
dipakai untuk suatu keperluan. Jenis data yang dipergunakan penulis 
dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu : 
a. Data Primer 
Data primer merupakan data, fakta atau keterangan yang 
diperoleh secara langsung melalui penelitian, mengenai segala hal 
yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data primer ini berupa 
data yang diperoleh melalui Ibu Sundari selaku Kepala Bagian 
Kamar Bersalin mengenai prosedur dalam pelaksanaan perjanjian 
tindakan kedokteran pada pasien melahirkan, tanggung jawab pihak 
rumah sakit jika terjadi wanprestasi oleh dokter serta kendala yang 
dihadapi bagian kamar bersalin dalam pelaksanaan perjanjian. Selain 
itu, mengenai jumlah persalinan pada tahun 2006, 2007 dan 2008 
diperoleh dari Bapak Priyo selaku Kepala Bagian Rekam Medik, dan 
data primer tersebut juga mengenai kendala dari pihak pasien dalam 
pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran yang diperoleh dari Ibu 
Juminem dan Ibu Juni sebagai pasien melahirkan di bagian kamar 
bersalin RSUD Dr. Moewardi Surakarta.  
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data, fakta atau keterangan yang 
diperoleh dari studi kepustakaan. Adapun data sekunder tersebut 
meliputi Surat Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent), 
Surat Penolakan Tindakan Medik, KUH Perdata, UU Nomor 23 
Tahun 1992 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 
1996 tentang Tenaga Kesehatan, Permenkes Republik Indonesia 
Nomor 585/ Men.Kes / Per/ IX/ 1989 tentang Persetujuan Tindakan 
Medik, dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum kedokteran.  
6.   Teknik Sampling 
Teknik sampling yang digunakan penulis adalah teknik purposive 
sampling. Dalam teknik purposive sampling, pemilihan sekelompok 
subyek didasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang berkaitan dengan 
ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Sutrisno 
Hadi, 2002:82). Di sini penulis menggunakan pertimbangan hanya pihak-
pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan kedokteran pada 
pasien melahirkan yang dipilih menjadi anggota sample, karena mereka 
lebih mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti sehingga 
dapat memberikan informasi atau data yang diperlukan. Berkaitan 
dengan permasalahan yang diteliti, maka penulis mengambil sample dari 
pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan tindakan kedokteran 
pada pasien melahirkan yaitu Kepala Bagian Kamar Bersalin, Kepala 
Bagian Rekam Medik dan pasien melahirkan di RSUD Dr. Moewardi. 
 
 
7.   Sumber Data 
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sumber 
tempat data penelitian ini diperoleh. Di dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan sumber data sebagai berikut : 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan  sumber 
data yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh melalui  
wawancara dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan 
masalah yang diteliti. Pihak-pihak tersebut meliputi Ibu Sundari 
selaku Kepala Bagian Kamar Bersalin, Bapak Priyo selaku Kepala 
Bagian Rekam Medis, serta Ibu Juminem dan Ibu Juni sebagai 
pasien melahirkan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber 
data yang diperoleh secara tidak langsung dan bersifat mendukung 
sumber data primer. Sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini meliputi : 
1) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 
terdiri dari KUH Perdata, UU No 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan, UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, 
Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 
Kesehatan, Permenkes Republik Indonesia Nomor 585/ Men. 
Kes/ Per/ IX/ 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik, Surat 
Persetujuan Tindakan Medik (informed consent), dan Surat 
Penolakan Tindakan Medik. 
 
 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang 
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan 
hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
berupa surat persetujuan tindakan medik dan surat penolakan 
tindakan medik. Selain itu, bahan hukum sekunder yang 
digunakan juga terdiri dari hasil-hasil penelitian, jurnal hukum, 
bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan hukum 
perjanjian, hukum kesehatan, hukum kedokteran, dan sumber 
tertulis lain yang terdapat dalam daftar pustaka. 
3) Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 
sekunder, yang lebih dikenal dengan bahan acuan. Bahan hukum 
tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Hukum 
dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
8.   Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan 
data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Dalam 
suatu penelitian, dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan 
data yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau 
observasi, dan wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 2006:21). 
Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan relevan, maka teknik 
pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut : 
a. Studi Lapangan 
Teknik pengumpulan data dalam studi lapangan dilakukan 
melalui wawancara. Wawancara merupakan cara memperoleh data 
dengan jalan melakukan tanya jawab secara langsung dengan sumber 
data primer. Adapun sumber data primer tersebut yaitu Bapak Priyo 
selaku Kepala Bagian Rekam Medis, Ibu Sundari selaku Kepala 
Bagian Kamar Bersalin, dan Ibu Juminem serta Ibu Juni sebagai 
pasien melahirkan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta untuk 
memperoleh sejumlah keterangan atau data yang diperlukan. 
Jenis wawancara yang dipergunakan penulis dalam penelitian 
ini adalah wawancara bebas terpimpin. Yaitu wawancara dengan 
mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang 
kemudian dikembangkan dalam wawancara, dari wawancara tersebut 
kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai dengan 
permasalahan yang diajukan, sehingga kebekuan atau kekakuan 
proses wawancara dapat terkontrol (Sutrisno Hadi, 2001:207). 
Adapun pedoman wawancara tersebut terlampir dalam penulisan 
hukum ini. 
b. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan beberapa buku-buku literatur, perundang-
undangan, dokumen-dokumen serta sumber tertulis lain guna 
memperoleh bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data yang dilakukan 
dengan mempelajari : 
1) Dokumen-dokumen atau berkas-berkas lain yang diperoleh dari 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta; 
2) Buku-buku, peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka 
lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. 
9.   Teknik Analisis Data 
Langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah 
menganalisis data tersebut. Analisis data mempunyai kedudukan penting 
dalam penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam hal 
menganalisis data, penulis menggunakan model analisis interaktif dalam 
bentuk siklus yang terdiri dari tiga komponen pokok yaitu : 
a. Reduksi Data (Data Reduction) 
Merupakan proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan 
data. Proses ini berlangsung sampai akhir laporan penelitian. 
Reduksi data ini merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, 
memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, 
dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 
dilakukan. 
b. Penyajian Data (Data Display) 
Penyajian data berupa deskripsi dalam bentuk narasi yang 
memungkinkan kesimpulan dapat dilakukan. Penyajian data tersebut 
harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat diperoleh 
jawaban dari masalah yang diteliti. 
c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 
Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses 
pengumpulan data berakhir, sehingga perlu diverifikasi agar dapat 
dipertanggung jawabkan. Verifikasi tersebut dilakukan seperti 
pemikiran kembali yang terlintas dalam pemikiran penganalisa 
selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan 
atau mungkin seksama dan memerlukan banyak tenaga dengan 
peninjauan kembali (HB. Sutopo, 2002 : 90-91). 
Untuk lebih jelasnya, maka dapat digambarkan sebagai berikut : 
 
Gambar : Interactive Model Of Analysis 
F. Sistematika Penulisan 
Dalam bagian ini, penulis mensistematisasikan bagian-bagian yang 
dibahas menjadi beberapa bab yang saling terkait, tersistematis, terarah, serta 
mudah dimengerti, sehingga saling mendukung dan menjadi satu kesatuan 
yang bulat dan utuh. Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah 
sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah,  
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini, dimulai dari kerangka teori yang akan menguraikan 
tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan 
diteliti, meliputi tinjauan umum tentang perjanjian yang terdiri 
dari : pengertian perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, asas-
asas dalam perjanjian, unsur-unsur dalam perjanjian, keadaan 
memaksa dan akibatnya, prestasi, wanprestasi dan akibatnya serta 
lahir dan berakhirnya perjanjian; kemudian  tinjauan umum 
tentang perjanjian terapeutik yang meliputi : pengertian 
perjanjian terapeutik, dasar hukum perjanjian terapeutik, hubungan 
perjanjian terapeutik dengan informed consent, hubungan hukum 
pasien dengan rumah sakit, hubungan hukum dokter dengan rumah 
sakit, hubungan hukum dokter dengan pasien; dan tinjauan umum 
tentang informed consent terdiri dari : pengertian informed 
consent, prinsip-prinsip yang mendasari informed consent, aspek 
hukum informed consent, serta tujuan dan fungsi informed consent. 
Yang kemudian dalam bab ini diakhiri dengan kerangka pemikiran 
yang menggambarkan alur pemikiran dalam penelitian. 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian yang 
diperoleh di RSUD Dr. Moewardi Surakarta dan pembahasannya 
yang dihubungkan dengan fakta atau data  dari kepustakaan 
mengenai prosedur dalam pelaksanaan perjanjian tindakan 
kedokteran antara pihak rumah sakit dan pasien melahirkan, 
tanggung jawab pihak rumah sakit jika terjadi wanprestasi dan 
penulis juga membahas mengenai kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaan  perjanjian tersebut. 
BAB IV PENUTUP 
Pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan 
pembahasan serta saran-saran. 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
1.   Tinjauan Tentang Perjanjian 
a. Pengertian Perjanjian 
Berkaitan dengan istilah perjanjian, dalam menerjemahkannya 
sering dikacaukan antara istilah verbintenis dengan istilah 
overeencomst. Keduanya sering diterjemahkan dalam istilah yang 
berbeda oleh para ahli. Seperti Subekti dan Tjiptosudibio dalam 
KUH Perdata menggunakan istilah perikatan untuk verbintenis dan 
persetujuan untuk overeencomst. Utrecht dalam bukunya Pengantar 
Dalam Hukum Indonesia memakai istilah perutangan untuk 
verbintenis dan perjanjian untuk overeencomst. Achmat Ichsan 
dalam bukunya Hukum Perdata IB menerjemahkan verbintenis 
dengan perjanjian dan overeencomst dengan persetujuan (R. 
Setiawan, 1979:1). 
Berdasarkan uraian tersebut maka diambil kesimpulan bahwa 
istilah hukum perikatan merupakan terjemahan dari kata 
verbintenissenrecht (Belanda). Untuk istilah perjanjian merupakan 
terjemahan dari kata overeencomst (Belanda) atau contract (Inggris) 
(Salim HS, 2002:151&160). 
Perikatan dan perjanjian merupakan dua hal yang berbeda. 
Perikatan yaitu suatu pernyataan yang bersifat abstrak, yang 
menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan 
antara dua orang atau lebih, di mana hubungan hukum tersebut 
melahirkan kewajiban pada salah satu pihak yang terlibat dalam 
hubungan hukum tersebut (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 
2004:1). Definisi lain dari Abdulkadir Muhammad bahwa perikatan 
merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang satu 
dengan yang lain karena perbuatan, peristiwa maupun keadaan 
(Abdulkadir Muhammad, 1992:6). 
Mengenai perjanjian KUH Perdata memberikan perumusannya 
dalam Pasal 1313 sebagai berikut : “Suatu perjanjian adalah suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang lain atau lebih.” Menurut Subekti, definisi dari 
perjanjian yaitu suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada 
orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk 
melaksanakan suatu hal (Subekti, 2002:1). 
Dari beberapa hal di atas, R. Subekti memberikan kesimpulan 
bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah, perikatan 
itu diterbitkan dari suatu perjanjian. Dalam kata lain, perjanjian 
merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan (Mashudi 
dan Moch Chidir Ali, 2001:19). 
b. Syarat Sahnya Perjanjian  
Suatu perjanjian akan berlaku sah apabila dibuat dengan 
memenuhi syarat-syarat perjanjian. Dalam KUH Perdata Pasal 1320 
dinyatakan mengenai 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :  
1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri 
Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian 
pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak 
lainnya. Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan 
dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai 
apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara 
melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang 
harus melaksanakan. Kesepakatan tersebut bersifat bebas, 
artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak dan tidak 
ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. 
2) Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan 
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan 
untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah 
perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang 
yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang 
cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum 
sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Pada 
dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, 
adalah orang yang cakap hukum. 
Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, yang disebut orang 
yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah : 
a) Orang-orang yang belum dewasa 
Mereka yang dimaksud orang yang belum dewasa yaitu 
belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. 
Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Pasal 47 UU No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa 
seorang anak yang belum dewasa adalah jika belum 
berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan 
perkawinan. 
b) Mereka yang ditaruh dalam pengampuan 
Menurut Pasal 433 KUH Perdata, orang-orang yang 
diletakkan dibawah pengampuan adalah setiap orang 
dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak 
atau gelap mata dan boros. Orang yang ditaruh dibawah 
pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas 
dengan harta kekayaannya. Kedudukannya sama dengan 
seorang anak yang belum dewasa. 
c) Wanita yang bersuami 
Menurut ketentuan Pasal 108 KUH Perdata, seorang 
perempuan yang bersuami (seorang istri), untuk 
mengadakan suatu perjanjian memerlukan bantuan atau izin 
(kuasa tertulis) dari suaminya. Tetapi mengenai wanita yang 
bersuami untuk sekarang sudah dinyatakan cakap 
melakukan perbuatan hukum atau untuk menghadap ke 
pengadilan dengan dikeluarkannya SEMA No. 3 Tahun 
1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang menyatakan bahwa 
Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan 110 KUH 
Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan 
suatu perbuatan hukum dan menghadap pengadilan dengan 
ijin suaminya sudah tidak berlaku lagi. Jadi seorang istri 
tidak perlu lagi meminta ijin suaminya dalam mengadakan 
perjanjian. 
3) Mengenai suatu hal tertentu 
Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, 
merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian. 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan maksud hal 
tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUH 
Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : 
Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok 
perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit 
ditentukan jenisnya. 
Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak 
tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau 
dihitung. 
Suatu perjanjian adalah sah jika apa yang diperjanjikan di 
dalam perjanjian tersebut adalah suatu hal yang jelas dan 
tertentu. Syarat-syarat tentang suatu hal tertentu tersebut 
dimaksudkan guna menetapkan hak dan kewajiban kedua belah 
pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian 
tersebut. 
 
4) Suatu sebab yang halal 
Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain adalah isi dari 
perjanjian. Mengenai sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 
hingga Pasal 1337 KUH Perdata. Dalam Pasal 1335 KUH 
Perdata menyatakan bahwa : “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau 
yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang 
terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. 
Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena 
mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan 
perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian 
dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan kepada hakim. Untuk 
dua syarat terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai 
perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang 
dilakukan tersebut. Apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka 
perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut adalah batal demi 
hukum. 
c. Asas Dalam Hukum Perjanjian 
Dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas yang harus 
diketahui, antara lain (Endang Mintorowati, 1999:6) : 
1) Asas Kebebasan Berkontrak 
Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan 
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”. Maksud dari asas 
kebebasan berkontrak adalah setiap orang diberikan kesempatan 
yang seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian apa saja dan 
dengan siapa saja, baik yang sudah diatur dalam undang-undang 
maupun yang belum diatur dalam undang-undang. 
2) Asas Konsensualisme 
Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 
KUH Perdata yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya 
perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Hal Ini 
mengandung makna bahwa perjanjian pada umumnya cukup 
dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya 
kesepakatan antara para pihak yang membuat suatu perjanjian, 
maka sejak saat itu perjanjian telah sah dan mengikat serta 
sudah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya.  
3) Asas Kekuatan Mengikat/Asas Pacta Sunt Servanda/Asas 
Kepastian Hukum 
Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang 
berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi 
perjanjian yang dibuat oleh para pihak sah mengikat dan berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas 
pacta sunt servanda memberikan kepastian hukum bagi para 
pihak yang membuatnya. 
4) Asas Kepribadian 
Dalam asas ini, seseorang hanya diperbolehkan 
mengikatkan diri untuk kepentingannya sendiri dalam suatu 
perjanjian. Dengan kata lain, asas ini menunjukkan personalia 
dari suatu perjanjian. Asas ini disimpulkan dalam Pasal 1315 
KUH Perdata bahwa dalam suatu perjanjian pada umumnya 
hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian 
tersebut. 
 
 
5) Asas Kebiasaan 
Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUH 
Perdata. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat apa yang secara 
tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim 
diikuti. Kebiasaan yang terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata 
adalah kebiasaan pada umumnya yaitu segala sesuatu yang 
menurut sifat persetujuannya diharuskan oleh kepatutan, 
kebiasaan dan undang-undang. Mengenai kebiasaan yang diatur 
dalam Pasal 1347 KUH Perdata merupakan kebiasaan yang 
lazim berlaku dalam golongan tertentu yaitu hal-hal yang 
menurut kebiasaan selama diperjanjikan dianggap secara diam-
diam, dimasukkan di dalam perjanjian meskipun tidak dengan 
tegas dinyatakan. 
6) Asas Moral 
Asas moral ini terlihat dalam perikatan wajar. Yaitu suatu 
perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak 
baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. 
Dalam hal ini, faktor-faktor yang memberikan motivasi pada 
yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan 
pada kesusilaan (moral), yang merupakan panggilan dari hati 
nurani. 
7) Asas Itikad Baik 
Asas itikad baik dapat diartikan sebagai kejujuran atau 
sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, 
atau disebut dengan asas itikad baik subyektif. Sebaliknya yang 
dimaksud asas itikad baik obyektif yaitu bahwa dalam 
pelaksanaan suatu perjanjian didasarkan atas kepatutan dan 
norma yang berlaku dalam masyarakat. Asas ini terdapat dalam 
Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap 
orang dalam membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad 
baik. 
8) Asas Kepercayaan 
Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap 
orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi 
prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari. Tanpa 
adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan 
diadakan oleh para pihak. 
d. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian 
Di dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya 
tiga unsur dalam perjanjian yaitu : 
1) Unsur Essensialia 
Unsur essensialia dalam suatu perjanjian mewakili 
ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib 
dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan 
sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannnya secara 
prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur essensialia 
merupakan unsur mutlak dalam suatu perjanjian, karena tanpa 
adanya unsur essensialia maka tidak mungkin timbul suatu 
perjanjian. 
2) Unsur Naturalia 
Unsur naturalia adalah unsur yang diatur dalam undang-
undang tetapi dapat diganti oleh para pihak. Dalam suatu 
perjanjian tertentu, unsur ini pasti ada setelah unsur 
esensialianya diketahui secara pasti. 
 
 
3) Unsur Accidentalia 
Unsur accidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu 
perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat 
diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan 
kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang 
ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Unsur 
accidentalia  dapat ditambahkan oleh para pihak karena undang-
undang tidak mengaturnya. 
e. Keadaan Memaksa dan Akibatnya 
1) Keadaan Memaksa (Overmacht) 
Overmacht adalah suatu keadaan memaksa, yang menjadi 
landasan hukum untuk memaafkan kesalahan debitur. Setiap 
kelalaian dapat mengakibatkan pelaku wajib mengganti 
kerugian serta memikul segala risiko akibat kelalaian. Akan 
tetapi jika pelaksanaan pemenuhan perjanjian yang 
menimbulkan kerugian terjadi karena overmacht, debitur 
dibebaskan menanggung kerugian yang terjadi (M. Yahya 
Harahap, 1986:82). 
Penulis menjelaskan bahwa untuk dikatakan suatu keadaan 
memaksa yaitu apabila keadaan tersebut menghalangi debitur 
untuk memenuhi prestasinya, dalam keadaan ini debitur tidak 
dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko. Selain 
itu keadaan memaksa ini harus berupa suatu keadaan yang tidak 
dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidak-
tidaknya risiko tidak ditanggung oleh debitur. 
Menurut undang-undang ada 3 unsur yang harus dipenuhi 
untuk keadaan memaksa yaitu : 
a) Tidak memenuhi prestasi; 
b) Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur; 
c) Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak 
dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. 
2) Akibat Keadaan Memaksa 
Keadaan memaksa mengakibatkan perikatan tersebut 
berhenti bekerja. Dalam hal ini maka dapat menimbulkan 
berbagai akibat, yaitu (Mariam Darus Badrulzaman, dkk, 
2001:26) : 
a) Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi; 
b) Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai dan karenanya 
tidak wajib membayar ganti rugi; 
c) Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian; 
d) Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada perjanjian 
timbal balik. 
f. Prestasi, Wanprestasi dan Akibatnya 
1) Prestasi 
Prestasi adalah “objek” atau “voorwerp” dari verbintenis. 
Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar 
tindakan hukum sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi 
hukum perjanjian (M. Yahya Harahap, 1986:7). Jadi yang 
dimaksud prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
pihak kesatu, terhadap penunaian pihak lain yang mempunyai 
hak menuntut pelaksanaannya.  
Dalam KUH Perdata tentang prestasi terdapat dalam Pasal 
1234. Prestasi yang dimaksudkan dalam Pasal 1234 KUH 
Perdata tersebut sebagai 3 hal yaitu : memberikan sesuatu, 
berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. 
Prestasi untuk memberikan sesuatu misalnya penjual yang 
berkewajiban memberikan barang dagangannya setelah 
mendapat uang dari pembeli. Untuk prestasi berbuat sesuatu 
sebagai contohnya seorang dokter yang melakukan upaya 
penyembuhan bagi pasiennya. Dalam hal prestasi untuk tidak 
berbuat sesuatu misalnya dalam perjanjian penitipan barang, 
disebutkan bahwa pihak yang dititipi barang tidak boleh 
mengalihkan atau menjual barang yang ada di bawah 
pengawasannya. 
2) Wanprestasi 
Wanprestasi merupakan suatu perbuatan tidak memenuhi 
atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah 
ditentukan dalam suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur 
dengan debitur (Salim HS, 2002:180). Pengertian wanprestasi 
menurut Yahya Harahap adalah pelaksanaan kewajiban yang 
dilakukan tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan 
dengan selayaknya. Sehingga dalam hal ini salah satu pihak 
dikatakan wanprestasi bila pihak yang bersangkutan dalam 
pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat 
dari waktu yang telah ditentukan, atau dalam pelaksanaan 
prestasi tidak dilakukan dengan selayaknya (M. Yahya Harahap, 
1986:60). Adapun wujud dari wanprestasi itu sendiri adalah 
sebagai berikut (J. Satrio, 1999:122) : 
a) Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi 
Dalam hal ini, debitur sama sekali tidak memberikan 
prestasi. Hal itu bisa disebabkan, karena debitur memang 
tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan, karena 
memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi. 
b) Debitur terlambat memenuhi prestasi 
Disini debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi 
tidak sebagaimana mestinya yang telah ditentukan dalam 
perjanjian. 
c) Debitur keliru memenuhi prestasi 
Di sini debitur memang dalam pikirannya telah memberikan 
prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima 
kreditur lain daripada yang diperjanjikan.  
Apabila dalam melaksanakan perjanjian tersebut debitur 
melakukan wanprestasi maka sebelum dinyatakan wanprestasi 
harus dilakukan somasi terlebih dahulu. Apabila dengan somasi 
tersebut tidak berhasil, maka kreditur berhak membawa 
persoalan tersebut ke pengadilan. Setelah itu pengadilan yang 
akan memutuskan, apakah debitur telah melakukan wanprestasi 
atau tidak. 
3) Akibat Adanya Wanprestasi 
Ada empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana 
dikemukakan berikut ini (J. Satrio, 1999:308) : 
a) Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan 
prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di 
samping itu kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi 
akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya; 
b) Kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, 
yang berupa biaya, kerugian dan bunga (Pasal 1236 dan 
1243 KUH Perdata); 
c) Jika perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka 
berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata sekarang kreditur 
berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau 
tanpa disertai tuntutan ganti rugi. 
g. Lahir dan Berakhirnya Perjanjian 
1) Lahirnya Perjanjian 
Pada perjanjian konsensual, suatu perjanjian tersebut 
dianggap lahir jika pada saat yang sama dan di tempat yang 
sama suatu kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut telah 
tercapai. Hal ini berarti bahwa suatu perjanjian sudah berawal 
atau sudah dimulai dan mengikat kedua belah pihak setelah 
kesepakatan kedua belah pihak tersebut tercapai. Seseorang 
yang akan membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya 
dan kesediaannya untuk mengikatkan diri. Pernyataan kedua 
belah pihak tersebut harus bertemu dan terjadi kesepakatan. 
Kesepakatan tersebut mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan 
telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang terdapat dalam 
Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut sah 
menurut hukum. 
Lain halnya dengan perjanjian riil, dalam perjanjian ini 
selain adanya kata sepakat dari kedua belah pihak sekaligus juga 
harus diikuti dengan penyerahan nyata atas barangnya. Dalam 
hal ini bukan kata sepakat yang mengikat kedua belah pihak, 
melainkan perbuatan nyata berupa penyerahan barang tersebut. 
Perjanjian riil dapat dilihat pada perjanjian penitipan barang 
(Pasal 1694 KUH Perdata), perjanjian pinjam pakai (Pasal 1740 
KUH Perdata), dan perjanjian pinjam meminjam (Pasal 1754 
KUH Perdata). Begitu juga pada perjanjian formil, perjanjian ini 
terjadinya harus memenuhi harus memenuhi persyaratan 
peraturan perundang-undangan. Misalnya perjanjian jual beli 
tanah atau rumah dan perjanjian hibah. 
2) Berakhirnya Perjanjian 
Secara umum suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak 
akan mempunyai saat dimana perjanjian yang ada di antara 
mereka akan hapus, yang berarti berakhirnya perjanjian di antara 
mereka. Masalah hapusnya perjanjian berarti menghapuskan 
semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam 
persetujuan bersama antara pihak kreditur dan pihak debitur (M. 
Yahya Harahap, 1986:106). 
Hal-hal yang dapat mengakibatkan perjanjian berakhir 
adalah (R. Setiawan, 1979:69) : 
a) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak; 
b) Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu 
perjanjian; 
c) Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa 
dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian 
akan hapus; 
d) Pernyataan menghentikan perjanjian. Hal ini dapat 
dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu 
pihak, dan hanya ada pada perjanjian yang bersifat 
sementara. Misal : perjanjian kerja dan perjanjian sewa  
menyewa; 
e) Perjanjian hapus karena putusan hakim; 
f) Tujuan perjanjian telah tercapai; 
g) Dengan persetujuan para pihak.  
2.   Tinjauan Tentang Perjanjian Terapeutik 
a. Pengertian Perjanjian Terapeutik 
Menurut Bahder Johan Nasution, perjanjian terapeutik 
merupakan suatu transaksi untuk menentukan atau upaya mencari 
terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Jadi, 
objek dalam perjanjian terapeutik ini bukan kesembuhan pasien, 
melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien 
(Bahder Johan Nasution, 2005:11). 
Dilihat dari istilahnya, perjanjian yaitu hubungan timbal balik 
antara dua pihak yang bersepakat dalam satu hal, sedangkan 
terapeutik adalah terjemahan dari therapeutic yang berarti dalam 
bidang pengobatan. Jadi perjanjian terapeutik adalah ”persetujuan 
yang terjadi antara dokter dengan pasien yang bukan di bidang 
pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, 
preventif, rehabilitatif, maupun promotif” (M. Jusuf Hanafiah dan 
Amri Amir, 1999:39). 
Pendapat lain mengatakan bahwa perjanjian atau transaksi atau 
persetujuan adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara dua 
pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Mengenai 
perjanjian terapeutik itu sendiri terjadi antara dokter dengan pasien 
yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua belah 
pihak (Y.A Triana Ohoiwutun, 2007:8). 
Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
perjanjian terapeutik  merupakan suatu perjanjian perawatan, karena 
satu pihak (pasien) berkehendak untuk sembuh dan pihak yang lain 
(dokter) berkehendak untuk merawat pasien dan mengupayakan 
kesembuhan pasien. Perjanjian tersebut lahir berdasarkan 
kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya kekhilafan, 
paksaan maupun penipuan, dan berlaku sebagai undang-undang bagi 
para pihak dan harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik. 
b. Dasar Hukum Perjanjian Terapeutik 
Perjanjian terapeutik sebagai bagian dari hukum privat tunduk 
pada aturan-aturan yang ditentukan dalam KUH Perdata sebagai 
dasar adanya perikatan. Adapun Pasal 1233 KUH Perdata tersebut  
menyatakan bahwa : “tiap-tiap perikatan dapat dilahirkan dari suatu 
perjanjian maupun karena undang-undang”.  
Perjanjian terapeutik lahir dari suatu perjanjian, hal ini 
dikarenakan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Pada saat 
dokter akan memulai tindakan medis terhadap pasien, dengan adanya 
kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan atau 
kesembuhan pasien, sebaliknya pasien menyetujui tindakan 
terapeutik yang dilakukan oleh dokter tersebut. Kemudian dokter 
berkewajiban melakukan pelayanan kesehatan dengan penuh 
kesungguhan, dengan mengerahkan seluruh kemampuan sesuai 
standard profesinya yang diatur oleh  undang-undang. Berdasarkan 
hal tersebut, dapat dilihat bahwa perjanjian terapeutik terikat pada 
perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, namun pelaksanaannya 
diatur oleh undang-undang (Y.A Triana Ohoiwutun. 2007:12).  
Sebagai suatu perjanjian yang bentuknya khusus, maka secara 
umum juga terikat oleh ketentuan-ketentuan umum yang harus 
dipenuhi untuk sebuah perjanjian, seperti yang terdapat dalam Pasal 
1320 KUH Perdata. Menurut ketentuan pasal tersebut, agar berlaku 
secara sah perjanjian tersebut maka harus dipenuhi empat syarat 
perjanjian yaitu: 
1) Adanya kata sepakat para pihak; 
2) Para pihak cakap bertindak; 
3) Isi perjanjian mengenai hal tertentu; 
4) Sebab yang halal. 
c. Hubungan Perjanjian Terapeutik dengan Informed Consent 
Perjanjian terapeutik dapat terjadi antara lain karena pasien 
sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan 
mengobati sakit yang dideritanya. Melalui pendaftaran pasien ke 
rumah sakit, dengan penandatanganan formulir pendaftaran maka 
dari hal tersebut perjanjian telah terjadi. Setelah melalui tahap-tahap 
pemeriksaan dan pemberian informasi dari dokter, kemudian 
dibutuhkan suatu tindakan medis, maka dalam keadaan seperti ini 
terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak dan terjadi 
hubungan hukum yang bersumber dari kepercayaan pasien terhadap 
dokter sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan 
medik (informed consent) berdasarkan informasi dari seorang dokter 
tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa informed consent merupakan 
akibat dari adanya perjanjian terapeutik (http://hukumkesehatan. 
com).  
Informed consent timbul berdasarkan hubungan antara dokter 
dengan pasien yang terjalin dalam perjanjian terapeutik. Masing-
masing pihak, baik yang memberikan pelayanan maupun yang 
menerima pelayanan mempunyai hak dan kewajiban yang harus 
dihormati. Artinya bahwa di satu pihak dokter mempunyai 
kewajiban untuk melakukan diagnosis, pengobatan dan tindakan 
kedokteran yang terbaik menurut jalan pikiran dan pertimbangannya, 
tetapi pasien atau keluarganya mempunyai hak untuk menentukan 
pengobatan atau tindakan kedokteran apa yang akan dilakukan 
terhadap dirinya (M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999:67). 
d. Hubungan Hukum Pasien dengan Rumah Sakit 
Upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit dimulai dari 
hubungan dasar antara dokter dengan pasien dalam bentuk perjanjian 
terapeutik. Meskipun demikian, pasien memiliki kemungkinan untuk 
mengadakan perjanjian terapeutik dengan rumah sakit dalam bentuk 
perawatan sekaligus pelayanan medis. Hubungan hukum yang 
ditimbulkan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit antara pasien 
dengan rumah sakit tersebut dibedakan menjadi dua macam 
perjanjian yaitu (Y.A Triana Ohoiwutun, 2007:81) : 
1) Perjanjian perawatan, merupakan adanya kesepakatan yang 
dilakukan antara pihak rumah sakit dengan pasien bahwa pihak 
rumah sakit menyediakan fasilitas kamar perawatan dan tenaga 
perawat yang melakukan tindakan perawatan. 
2) Perjanjian pelayanan medis, dalam hal ini adalah adanya 
kesepakatan antara pihak rumah sakit dengan pasien bahwa 
tenaga medis di rumah sakit akan berupaya secara maksimal 
untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis. 
Pada rumah sakit yang mempunyai dokter in, maka selain 
menawarkan jasa perawatan kesehatan, rumah sakit juga 
memberikan jasa pelayanan kesehatan. Tetapi untuk rumah sakit 
yang tidak mempunyai dokter in (hanya mempunyai dokter out), 
maka selain terdapat perjanjian antara pasien dengan rumah sakit, 
juga terdapat sebuah perjanjian antara pasien dengan dokter. 
e. Hubungan Hukum Dokter dengan Rumah Sakit  
Hubungan yang terbentuk antara dokter dan rumah sakit dibagi 
menjadi dua macam yaitu (Wila Candrawila Supriadi, 2001:10) : 
1) Hubungan perburuhan yaitu dokter bekerja sebagai karyawan 
dari rumah sakit dan menerima gaji dari rumah sakit (dokter in). 
Dalam hal ini rumah sakit bertanggung jawab penuh terhadap 
semua tindakan dokter in tersebut. Seorang dokter in harus 
mentaati peraturan rumah sakit, bertindak untuk dan atas nama 
rumah sakit. Hubungan ini terdapat pada semua rumah sakit 
pemerintah dan sebagian kecil rumah sakit swasta.  
2) Hubungan yang berdasarkan perjanjian/kontrak, yang dikenal 
dengan hubungan kontraktual. Dokter berhak menggunakan  
fasilitas  yang ada dalam rumah sakit dan rumah sakit 
menyediakan fasilitas untuk dokter (dokter out). Dalam hal ini, 
tanggung jawab bukan berada pada rumah sakit, tetapi di tangan 
dokter itu sendiri. Seorang dokter out bekerja secara mandiri dan 
bebas, tidak untuk dan atas nama rumah sakit. Hubungan ini 
seringkali terjadi pada rumah sakit swasta. 
Pada hubungan perburuhan dalam hal dokter melakukan 
kesalahan/kelalaian, maka rumah sakit dapat dimintakan 
pertanggung jawabannya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1367 
KUH Perdata, yang menyatakan bahwa majikan bukan hanya 
bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya, tetapi juga 
bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya. 
Sebaliknya pada hubungan perjanjian/kontrak, jika terdapat dokter 
yang melakukan kesalahan/kelalaian maka rumah sakit tidak dapat 
dimintakan tanggung jawabnya. Dalam arti pasien harus menggugat 
dokter secara langsung, sebab tidak ada aturan hukum yang 
mengharuskan rumah sakit membayar ganti rugi atas kesalahan yang 
diperbuat oleh dokter out. 
f. Hubungan Hukum Dokter dengan Pasien 
Dalam rangka usaha ingin sembuh, pasien akan mendatangi 
baik dokter pribadi maupun rumah sakit. Dalam hal ini dapat 
dibedakan antara pasien yang memang secara nyata mengadakan 
suatu perjanjian, dan pasien yang tanpa mengadakan suatu 
perjanjian. Pembedaan ini untuk memperjelas dalam membedakan 
dari adanya perjanjian tersebut, yang membebankan hak dan 
kewajiban terhadap para pihak yang mengadakan suatu perjanjian 
(Hermien Hadiati Koeswadji, 1992:114). 
Dasar dari perikatan antara dokter dan pasien biasanya dikenal 
dengan perjanjian/kontrak, dan dikenal pula dengan istilah perjanjian 
terapeutik. Perjanjian terapeutik termasuk pada perjanjian tentang 
“upaya” atau disebut (Inspaningsverbintenis) bukan perjanjian 
tentang “hasil” atau disebut (Resultaatverbintenis). Pada perjanjian 
tentang upaya maka prestasi yang harus diberikan oleh dokter adalah 
upaya semaksimal mungkin, sedangkan pada perjanjian tentang 
hasil, prestasi yang harus diberikan oleh dokter berupa hasil tertentu   
(http:// www. kantor hukum-lhs.com). 
Dalam hal perjanjian, maka para pihak yaitu dokter dan pasien 
bebas untuk menentukan isi dari perjanjian yang mereka sepakati 
bersama, dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, 
kepatutan, kepantasan dan ketertiban. Pada perjanjian terapeutik 
antara dokter dan pasien, dokter tidak menjanjikan kesembuhan 
pasien, tetapi dokter berupaya semaksimal mungkin untuk 
menyembuhkan pasien. 
3.   Tinjauan Tentang Informed Consent 
a. Pengertian Informed Consent 
Informed consent terdiri dari dua kata yaitu informed yang 
berarti telah mendapat penjelasan atau keterangan (informasi), dan 
consent yang berarti persetujuan atau memberi izin. Jadi informed 
consent mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan 
pasien kepada dokter setelah diberi penjelasan (M. Jusuf Hanafiah 
dan Amri Amir, 1999:68). Menurut Veronika Komalawati, informed 
consent dirumuskan sebagai suatu kesepakatan/persetujuan pasien 
atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya 
setelah memperoleh informasi dari dokter mengenai upaya medis 
yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai informasi 
mengenai segala risiko yang mungkin terjadi (Veronika Komalawati, 
1989:86). 
Sebagai penyempurnaan, dikeluarkan Permenkes No. 585 / 
Menkes / Per / IX / 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik. 
Dalam peraturan ini menjelaskan istilah Persetujuan Tindakan Medis 
yang berarti : ”persetujuan yang diberikan oleh pasien atau 
keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang 
akan dilakukan terhadap pasien tersebut”. Jadi informed consent 
secara umum dapat dirumuskan sebagai penegasan tertulis atas suatu 
tindakan atau keputusan pasien yang diambil secara bebas dan 
rasional sesudah mengetahui dan mengerti untuk apa persetujuan 
tersebut diberikan. 
Adapun informed consent terdiri dari beberapa bagian yaitu 
sebagai berikut (M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999:69) : 
1) Implied Constructive Consent (Keadaan Biasa) 
Tindakan yang bila dilakukan, telah diketahui, telah dimengerti 
oleh masyarakat umum, sehingga tidak perlu lagi dibuat tertulis. 
Persetujuan ini diberikan pasien secara tersirat tanpa pernyataan 
tegas. Isyarat ini dapat dilihat dokter dari sikap dan tindakan 
pasien. Misalnya melakukan suntikan kepada pasien atau 
pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium. 
2) Implied Emergency Consent (Keadaan Gawat Darurat) 
Bila pasien dalam kondiri gawat darurat sedangkan dokter perlu 
melakukan tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa pasien,  
sementara pasien dan keluarganya tidak bisa membuat 
persetujuan pada saat itu, maka dokter dapat melakukan 
tindakan medis terbaik. Seperti pasien yang sesak nafas, henti 
nafas, atau henti jantung. 
3) Expressed Consent (Bisa Lisan/Tertulis Bersifat Khusus) 
Persetujuan yang dinyatakan baik lisan ataupun tertulis, bila 
yang akan dilakukan melebihi prosedur pemeriksaan atau 
tindakan biasa. Dalam keadaan demikian hendaknya 
disampaikan terlebih dahulu tindakan apa yang akan dilakukan 
sehingga tidak terjadi salah pengertian. Misalnya mencabut 
kuku pasien, tindakan pembedahan. 
 
 
b. Prinsip-prinsip yang Mendasari Informed Consent  
Prinsip doktrin informed consent adalah hak otonomi seorang 
pasien terhadap dirinya untuk memutuskan apa yang dikehendaki di 
dalam masalah pengobatan. Dalam Declaration of Lisbon (1981) dan 
Patients’s Bill of Right (American Hospital Association, 1972) pada 
intinya menyatakan bahwa ”Pasien mempunyai hak menerima dan 
menolak pengobatan, dan hak untuk menerima informasi dari 
dokternya sebelum memberikan persetujuan atas tindakan medik”. 
Hal ini berkaitan dengan dasar hak asasi manusia, sehingga informed 
consent dihubungkan dengan dua hak asasi manusia yaitu : 
1) Hak untuk menentukan nasibnya sendiri 
Disebut juga dengan The Right to Self Determination. 
Setelah tahap pemberian informasi tersebut maka berdasarkan 
informasi tersebut, pasien memberikan persetujuannya. Dalam 
hal ini persetujuan ini merupakan wujud dari hak untuk 
menentukan nasibnya sendiri. Menurut Peraturan Menteri 
Kesehatan RI No. 585 Tahun 1989, pihak-pihak yang 
memberikan persetujuan adalah : 
a) Pasien dewasa yang berada dalam keadaan sadar dan sehat 
mental; 
b) Orang tua atau wali bagi pasien yang belum dewasa; 
c) Wali atau curator bagi pasien yang dewasa yang berada 
dalam pengampuan; 
d) Orang tua atau wali atau curator bagi pasien dewasa yang 
menderita gangguan mental; 
e) Keluarga terdekat bagi pasien yang belum dewasa dan tidak 
mempunyai orang tua atau wali dan atau orang tua atau wali 
berhalangan. 
Pasien tidak harus menyetujui tindakan medis yang 
ditawarkan oleh dokter, pasien mempunyai hak untuk 
menolaknya. Semua ini dikembalikan pada hak pasien untuk 
menentukan nasibnya sendiri. Namun penolakan pasien yang 
sering terjadi dikarenakan faktor tertentu seperti 
ketidakmampuan dalam biaya dan adanya rasa takut pasien 
terhadap tindakan medis tersebut. Menanggapi pasien yang 
menolak tindakan medis tersebut, dokter tidak boleh dan tidak 
mempunyai hak untuk memaksakan kehendaknya. Dalam hal ini 
dokter harus menghormati hak pasien untuk menentukan 
nasibnya sendiri. 
2) Hak atas informasi 
Hal ini dapat disebut dengan The Right of Information. 
Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab memberikan 
informasi mengenai pasien adalah dokter. Artinya bahwa dokter 
berkewajiban menyampaikan informasi medis kepada pasien 
baik diminta maupun tidak. Informasi yang harus diberikan 
dokter kepada pasien tersebut antara lain : 
a) Hasil Pemeriksaan atau Diagnosis 
Yaitu pengenalan keadaan atau gejala-gejala penyakit. 
Diagnosa ini harus disusun berdasarkan keterangan dan 
keluhan yang disampaikan pasien mengenai penyakitnya 
pada dokter. Setelah itu pasien memiliki hak untuk 
mengetahui hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. 
Apabila infomasi sudah diberikan, maka keputusan 
selanjutnya berada di tangan pasien. 
b) Terapi, atau Cara-cara Pengobatan dan Alternatif Lain 
Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter akan 
menentukan terapi yang sesuai dengan keluhan penyakit 
pasien tersebut. Selain itu, dokter harus mengungkapkan 
beberapa alternatif dalam proses diagnosis dan terapi. 
Dokter harus menjelaskan prosedur, keberhasilan dan 
kerugian serta komplikasi yang  mungkin timbul. 
c) Risiko 
Risiko yang mungkin terjadi dalam terapi harus 
diungkapkan disertai upaya antisipasi yang dilakukan 
dokter untuk terjadinya hal tersebut. Hal-hal yang dijadikan  
pedoman adalah sifat risiko, berat ringannya risiko, dan 
kapan risiko tersebut akan terjadi. Selain itu dokter juga 
harus menjelaskan risiko jika pasien menolak salah satu 
atau seluruh pengobatan yang ditawarkan oleh dokter. 
d) Penderitaan Sakit dan Ketidaknyamanan 
Apabila dalam menjalani pengobatan, kemungkinan 
pasien akan mengalami suatu perasaan sakit atau perasaan 
yang lain. Untuk inilah dokter juga harus menjelaskan 
kemungkinan-kemungkinan tersebut kepada pasien. 
e) Prognosis 
Merupakan penjelasan atas jalannya penyakit agar 
pasien benar-benar mengetahui keadaan yang sebenarnya 
dan apa yang terjadi padanya. Pasien berhak mengetahui 
semua prognosis, komplikasi, ketidaknyamanan, biaya, 
kesulitan dan risiko dari setiap pilihan termasuk tidak 
mendapat pengobatan atau tidak mendapat tindakan apapun.  
f) Keuntungan Pengobatan 
Pengobatan yang dianjurkan oleh dokter kepada 
pasien diharapkan agar terwujud kesembuhan atau 
setidaknya mengurangi rasa sakit pasien. Maka dari itu 
jalannya pengobatan tersebut harus memberikan 
keuntungan, sehingga pasien dapat menentukan tindakan 
medis apa yang akan dijalani. 
Penyampaian informasi pada pasien harus diberikan dengan 
bahasa yang dapat diterima, dipahami, dimengerti dan sejelas-
jelasnya oleh pasien. Pernyataan IDI tentang informed consent 
mengatakan bahwa informasi tentang tindakan medis harus 
dilakukan kepada pasien, baik diminta maupun tidak diminta. Dalam 
hal ini tidak diperbolehkan menahan informasi kecuali dokter 
menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan 
kesehatan pasien, dan dalam keadaan tersebut dokter dapat 
memberikan informasi kepada keluarga terdekat pasien. Dalam 
memberikan informasi kepada keluarga terdekat pasien diperlukan 
kehadiran seorang perawat atau tenaga medis yang lain sebagai 
saksi. 
c. Aspek Hukum Informed Consent 
Informed consent timbul berdasarkan beberapa aspek hukum. 
Adapun aspek-aspek hukum informed consent tersebut adalah 
sebagai berikut : 
1) Syarat syahnya persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUH 
Perdata yaitu : 
a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri; 
b) Kecakapan para pihak untuk berbuat sesuatu; 
c) Suatu hal tertentu; 
d) Adanya causa yang halal. 
Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut : “tiada 
sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan 
atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.  
 
 
2) UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan Pasal 53 yaitu : 
a) Tenaga kesehatan mempunyai hak untuk memperoleh 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan profesinya; 
b) Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya mempunyai 
hak untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak 
pasien; 
c) Tenaga kesehatan, dalam hal kepentingan pcmbuktian, 
dapat melakukan tindakan medis terhadap seseorang dengan 
memperhatikan kesehatan dan keselamatan pasien yang 
bersangkutan. 
3) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 45 
ayat (1), (2), (3), (4), (5,) (6) 
Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang 
akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien 
harus mendapat persetujuan. Dalam hal ini, dokter yang tidak 
mempunyai surat ijin praktek belum tentu melakukan tindakan 
medik yang tidak sesuai dengan standar profesinya. 
4) Permenkes No. 585 Tahun 1989 tentang persetujuan tindakan 
medis. 
Dokter melakukan Tindakan Medis tanpa Informed 
Consent dari pasien atau keluarganya saksi administratif berupa 
pencabutan surat ijin prakteknya. Bila tidak dengan Informed 
Consent (IC), maka pasien bisa menuntut. Informed consent 
diberikan secara tertulis maupun lisan. Berkaitan dengan hal 
tersebut, dapat dilakukan penyimpangan berdasarkan Pasal 11 
Permenkes 585 Tahun 1989 bahwa pasien dalam keadaan tidak 
sadar atau pingsan dan tidak didampingi keluarganya, maka 
dapat dilakukan tindakan kedokteran tanpa informed consent. 
 
d. Tujuan dan Fungsi Informed Consent 
1) Tujuan Informed Consent 
Dalam hubungan antara pelaksana (dokter) dengan 
pengguna jasa tindakan medis (pasien), maka pelaksanaan 
informed consent, bertujuan (http://irwandykapalawi. wordpress. 
com) : 
a) Melindungi pengguna jasa tindakan medis (pasien) secara 
hukum dari segala tindakan medis yang dilakukan tanpa 
sepengetahuannya, maupun tindakan pelaksana jasa 
tindakan medis yang sewenang-wenang, tindakan 
malpraktek yang bertentangan dengan hak asasi pasien dan 
standar profesi medis, serta penyalahgunaan alat canggih 
yang memerlukan biaya tinggi; 
b) Memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksana 
tindakan medis dari tuntutan-tuntutan pihak pasien yang 
tidak wajar, serta akibat tindakan medis yang tak terduga, 
misalnya terhadap risk of treatment yang tak mungkin 
dihindarkan walaupun dokter telah bertindak sesuai dengan 
standar profesi medik. 
2) Fungsi Informed Concent 
Perlunya dimintakan informed consent dari pasien karena 
informed consent mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut 
(http://irwandykapalawi. wordpress. com) : 
a) Penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku 
manusia; 
b) Promosi terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri; 
c) Untuk mendorong dokter melakukan kehati-hatian dalam 
mengobati pasien; 
d) Menghindari penipuan dan misleading oleh dokter; 
e) Mendorong diambil keputusan yang lebih rasional; 
f) Mendorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran 
dan kesehatan; 
g) Sebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang 
kedokteran dan kesehatan. 
B. Kerangka Pemikiran 
Kesehatan sebagai salah satu bentuk kesejahteraan umum  menempati 
posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk 
mempertinggi derajat kesehatan masyarakat seperti yang dijelaskan pada 
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Kesehatan, maka dapat 
dilakukan melalui pendekatan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini rumah 
sakit sebagai salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan, dan upaya 
pelayanan kesehatan tersebut dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan yang 
ada di dalam rumah sakit tersebut, dan salah satu di antaranya adalah dokter. 
Dilihat dari sudut pandang hukum, hubungan antara pasien dengan 
dokter termasuk dalam ruang lingkup perjanjian terapeutik. Hal ini karena 
adanya kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan atau 
kesembuhan pasien dan sebaliknya pasien menyetujui tindakan terapeutik 
yang dilakukan oleh dokter tersebut. 
Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 Tahun 1989 tentang 
Informed Consent, di dalam berbagai upaya penyembuhan kesehatan tersebut 
maka harus ada persetujuan dari pasien atas dasar informasi dari dokter di 
rumah sakit tersebut, atau disebut informed consent. Jadi seorang pasien yang 
diminta untuk memberikan persetujuan mengenai tindakan medis yang akan 
dilakukan terhadapnya, terlebih dahulu harus mendapat penjelasan atau 
informasi mengenai tindakan medis tersebut. 
Dalam hal ini, penulis mencoba untuk mengetahui prosedur dalam 
pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran antara pihak rumah sakit dengan 
pasien melahirkan. Selain itu penulis bermaksud untuk mengetahui tanggung 
jawab pihak rumah sakit jika terjadi wanprestasi oleh dokter dan juga kendala 
yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran atau 
informed consent tersebut. 
Secara garis besar kerangka pemikiran dalam penulisan hukum ini 
dapat dilihat dalam skema berikut ini :  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar : Kerangka Pemikiran 
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BAB III 
 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Prosedur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Tindakan Kedokteran 
(Informed Consent) Antara Pihak Rumah Sakit Dengan Pasien 
Melahirkan Di Bagian Kamar Bersalin RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi merupakan rumah sakit 
pemerintah yang terletak di Jalan Kolonel Sutarto No. 132 Jebres Surakarta. 
Rumah sakit ini merupakan rumah sakit terbesar di wilayah Jawa Tengah 
yang telah terakreditasi sebagai rumah sakit swadana sejak tahun 1999. Selain 
hal tersebut, RSUD Dr. Moewardi juga merupakan rumah sakit pendidikan 
yang dalam pelaksanaan perawatan dan pelayanan kesehatan harus sesuai 
dengan prosedur dan tahapan pendidikan. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan Bapak 
Priyo selaku Kepala Bagian Rekam Medis di RSUD Dr. Moewardi Surakarta, 
dapat diketahui bahwa perjanjian antara pihak rumah sakit dengan pasien 
melahirkan tersebut terjadi apabila pasien akan melahirkan secara induksi 
(pacuan), vacuum dan operasi caesar, sedangkan pasien yang melahirkan 
secara normal, tidak menggunakan perjanjian tindakan kedokteran tersebut. 
Adapun jumlah persalinan di RSUD Dr. Moewardi selama tiga tahun terakhir 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
 
 
 
Tabel : Prosentase Persalinan 
 
Berdasarkan analisis penulis dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa 
jumlah angka persalinan normal di RSUD Dr Moewardi selama tiga tahun 
terakhir mengalami peningkatan, sedangkan jumlah angka persalinan dengan 
menggunakan tindakan kedokteran (operasi, vacuum, dan induksi) mengalami 
perkembangan yang fluktuatif. Namun perkembangan tersebut masih dalam 
taraf yang normal. Hal tersebut membuktikan bahwa cukup tingginya angka 
persalinan dengan menggunakan tindakan kedokteran, sehingga menunjukkan 
tingginya kepercayaan pasien kepada RSUD Dr. Moewardi Surakarta untuk 
melakukan persalinan dengan menggunakan tindakan kedokteran dan 
pentingnya informed consent dalam pelaksanaan perjanjian tindakan 
kedokteran pada pasien melahirkan.  
Prosedur dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran pada 
pasien melahirkan tersebut dilakukan sesuai dengan tahapan pendidikan 
kedokteran. Maksudnya adalah pasien melahirkan sebisa mungkin dilakukan 
secara normal, jika dalam keadaan tertentu pasien tidak dapat melahirkan 
secara normal maka langkah selanjutnya dilakukan dengan induksi, dan 
langkah terakhir upaya tersebut adalah dengan jalan operasi. Prosedur dalam 
pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran antara pihak rumah sakit dengan 
pasien melahirkan di RSUD Dr. Moewardi tersebut, baik secara induksi, 
vacuum maupun operasi caesar tidak ada perbedaan dalam hal tahapan 
pelaksanaannya. Adapun prosedur dalam pelaksanaan perjanjian tindakan 
kedokteran pada pasien melahirkan tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Keabsahan Dari Perjanjian Tindakan Kedokteran Pada Pasien 
Melahirkan. 
Suatu perjanjian dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang 
telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga diakui oleh hukum seperti 
tersebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebaliknya perjanjian yang tidak 
memenuhi syarat tidak akan diakui oleh hukum, meskipun diakui oleh para 
pihak yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH 
Perdata, maka perjanjian tindakan kedokteran antara pihak rumah sakit 
dengan pasien melahirkan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. 
Adapun syarat sahnya perjanjian tindakan kedokteran pada pasien 
melahirkan tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri. 
Berdasarkan asas konsensualisme, bahwa suatu perjanjian lahir 
pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua 
belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi 
obyek perjanjian. Kesepakatan tersebut dapat diwujudkan dalam 
berbagai bentuk apapun untuk menunjukkan bahwa telah terjadi 
perwujudan kesepakatan kehendak kedua belah pihak tersebut. 
Perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan di 
RSUD Dr. Moewardi merupakan perjanjian konsensual yang 
dikarenakan perjanjian ini timbul berdasarkan kesepakatan dari kedua 
belah pihak. Kesepakatan dalam perjanjian konsensual ini berbeda 
dengan kesepakatan yang terjadi pada perjanjian riil dan perjanjian 
formil. Dalam perjanjian riil, kesepakatan tersebut harus disertai 
dengan penyerahan nyata atas barangnya, sedangkan kesepakatan 
dalam perjanjian formil harus memenuhi persyaratan undang-undang. 
Berdasarkan Pasal 2 Permenkes Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 
tentang Persetujuan Tindakan Medik, persetujuan tindakan kedokteran 
dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Namun pada umumnya  
dalam perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan, 
kesepakatan tersebut harus disertai dengan tanda tangan formulir 
persetujuan. Hal ini dikarenakan tindakan kedokteran pada pasien 
melahirkan merupakan tindakan yang mengandung risiko tinggi, 
sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Permenkes No 585/Men.Kes/ 
Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik maka tindakan 
kedokteran yang mengandung risiko tinggi tersebut harus dengan 
persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dalam 
perjanjian. Mengenai adanya keharusan tanda tangan formulir 
persetujuan tersebut hanya sebagai bukti tertulis, sehingga selain 
membuktikan bahwa pihak-pihak yang dinyatakan tersebut telah 
melakukan perjanjian, juga membuktikan bahwa adanya isi dari 
perjanjian yang mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut. 
Adapun pihak yang melakukan kesepakatan kehendak tersebut 
antara lain pihak pertama yaitu pasien yang menghendaki pelayanan 
kesehatan untuk melahirkan di rumah sakit tersebut. Mengenai pihak 
kedua dalam perjanjian ini yaitu rumah sakit, hal ini dikarenakan 
RSUD Dr. moewardi merupakan rumah sakit pemerintah, jadi dokter 
yang menangani adalah dokter in. Hal ini dikarenakan seluruh dokter 
di RSUD Dr. Moewardi merupakan pegawai tetap rumah sakit, 
sehingga dokter tersebut bekerja untuk dan atas nama rumah sakit. 
Pihak kedua dalam hal ini diwakili oleh dokter operator yang 
melakukan tindakan kedokteran tersebut. Namun pada pasien yang 
melahirkan secara operasi, pihak kedua disertai dengan kesepakatan  
dokter anastesi yaitu dokter yang memberikan obat anastesi atau obat 
bius pada pasien tersebut. 
 Sebelum tim dokter melakukan tindakan kedokteran pada 
pasien melahirkan, terlebih dahulu harus diadakan kesepakatan pada 
saat pasien bersedia untuk dilakukan tindakan medis oleh dokter. 
Kesepakatan tersebut harus tertuang dalam surat persetujuan tindakan 
kedokteran, yang nantinya berfungsi sebagai klausul perjanjian. 
Dalam hal ini dokter mempunyai tanggung jawab kepada pasien, sejak 
pasien menyatakan kesediannya untuk dilakukan tindakan kedokteran 
tersebut sampai dengan proses penyembuhan, seperti pada yang 
terjadi dalam perjanjian terapeutik. Penandatangan surat persetujuan 
tersebut ini harus disertai dua orang saksi yang terdiri atas satu orang 
dari pihak rumah sakit baik itu perawat maupun bidan jaga di RSUD 
Dr. Moewardi dan satu orang dari pihak pasien. 
Berdasarkan analisis penulis, dalam perjanjian tindakan 
kedokteran pada pasien melahirkan di RSUD Dr. Moewardi ini, 
pasien secara bebas menentukan persetujuannya dengan berbagai 
pertimbangan dan informasi yang telah diberikan oleh dokter dari 
rumah sakit. Selain itu, pasien terlepas dari unsur paksaan, penipuan, 
dan kekhilafan. 
b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian. 
Seseorang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut 
hukum, artinya dia harus mampu melakukan tindakan hukum, sudah 
dewasa dan para pihak tidak berada di bawah pengampuan. Syarat 
tersebut berlaku juga bagi kedua belah pihak dalam perjanjian 
tindakan kedokteran pada pasien melahirkan. Perlunya kecakapan para 
pihak dalam perjanjian ini dimaksudkan agar para pihak mengerti 
akan tanggung jawabnya dalam perjanjian tersebut. 
Dari segi subyek pihak yang cakap melakukan perbuatan 
hukum, RSUD Dr. Moewardi Surakarta diwakili oleh dokter dan para 
medik yang merupakan pihak yang cakap melakukan perbuatan 
hukum. Di dalam surat persetujuan tindakan kedokteran, pihak pasien 
atau keluarganya harus mengisi data diri terlebih dahulu, sehingga dari 
pihak pasien dalam perjanjian ini dapat diketahui cakap atau tidak 
untuk mengadakan suatu perjanjian. 
Berdasarkan KUH Perdata, pada umumnya seseorang dikatakan 
cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum apabila sudah dewasa. 
Hal ini berarti telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah 
walaupun belum berumur 21 tahun (Berdasarkan Pasal 1330 KUH 
Perdata jo Pasal 330 KUH Perdata), tidak berada dibawah 
pengampuan (Berdasarkan Pasal 1330 jo Pasal 433 KUH Perdata) dan 
tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan 
hukum tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, seseorang dikatakan 
belum dewasa dalam Pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan yaitu jika belum berumur 18 tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan.  
Dalam perjanjian tindakan kedokteran antara pihak rumah sakit 
dengan pasien melahirkan di bagian kamar bersalin RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta, bagi pasien dewasa yang akan melakukan 
perjanjian dapat diwakili oleh dirinya sendiri, suami, orang tua atau 
walinya. Bagi pasien yang belum dewasa dan belum kawin, maka 
yang memberikan persetujuan dalam perjanjian diwakili oleh orang 
tuanya. Untuk pasien yang berada dibawah pengampuan, persetujuan 
tersebut diwakili oleh walinya. Selain itu, jika tidak ada suami atau 
orang tuanya, maka persetujuan dalam perjanjian tersebut dapat 
diwakilkan oleh keluarga terdekatnya. Pihak-pihak yang 
menandatangani perjanjian tersebut terbatas bagi yang telah menikah. 
Jika yang memberikan persetujuan dalam perjanjian adalah keluarga 
terdekat pasien, maka harus menuliskan hubungan dengan pasien 
tersebut (sebagai suami, orang tua, wali, anak, dll). 
Adanya ketentuan di RSUD Dr. Moewardi bahwa pihak-pihak 
yang menandatangani perjanjian tersebut terbatas bagi yang telah 
menikah, namun rumah sakit memberikan ketentuan bagi pihak yang 
belum menikah untuk tetap dapat menandatangani perjanjian tindakan 
kedokteran dengan syarat minimal telah berumur 21 tahun. Hal 
tersebut dikarenakan rumah sakit menggunakan ketentuan yang telah 
ditetapkan dalam Pasal 8 Permenkes Nomor 585 / Men.Kes / Per / IX / 
1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik bahwa yang berhak 
memberikan persetujuan yaitu pasien dewasa yang telah berumur 21 
tahun atau telah menikah. Berdasarkan hal tersebut maka pihak-pihak 
yang berhak memberikan persetujuan dalam pelaksanaan perjanjian 
tindakan kedokteran di RSUD Dr. Moewardi yaitu minimal telah 
berumur 21 tahun atau telah menikah meskipun belum berumur 21 
tahun. 
c. Mengenai suatu hal tertentu. 
Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam hal ini yaitu obyek 
perjanjian, yang merupakan suatu prestasi yang harus dipenuhi dalam 
perjanjian atau merupakan hal pokok yang harus disebutkan secara  
jelas dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian tindakan kedokteran 
pada ibu melahirkan, yang merupakan suatu hal tertentu yaitu 
tindakan kedokteran itu sendiri, baik itu induksi, operasi, atau vacuum. 
Setelah mengadakan penelitian di RSUD Dr. Moewardi, penulis 
dapat memberikan penjelasan bahwa terdapat dua jenis formulir yang 
menyangkut tindakan kedokteran pada pasien melahirkan, yaitu : 
1) Surat Persetujuan Tindakan Medik 
Merupakan persetujuan antara dokter dengan pasien, yang 
menyatakan bahwa pasien bersedia untuk dilakukan upaya 
pertolongan atau penyembuhan yang dilakukan oleh dokter atas 
penyakit yang diderita pasien. Persetujuan ini terjadi pada saat 
pasien yang akan melahirkan tersebut tidak dapat melahirkan 
secara normal dan harus dilakukan suatu tindakan induksi, operasi, 
atau vacuum. Tindakan tersebut dapat dilakukan apabila para pihak 
telah bersepakat dengan menandatangani surat persetujuan dan 
disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing satu orang 
dari pihak rumah sakit dan satu orang dari pihak pasien. 
 
 
2) Surat Penolakan Tindakan Medik 
Merupakan kesepakatan antara pasien atau pihak keluarganya 
dengan pihak rumah sakit mengenai penolakan terhadap tindakan 
medik yang akan dilakukan oleh dokter dari rumah sakit tersebut. 
Hal ini bertujuan agar bila terjadi sesuatu dikemudian hari, dapat 
digunakan sebagai bukti dan tidak dipermasalahkan nantinya. 
Perjanjian tindakan kedokteran termasuk dalam perjanjian 
terapeutik. Adapun obyek perjanjian terapeutik tersebut adalah dokter 
berusaha menyembuhkan penyakit yang diderita pasien dengan cara  
dokter berusaha mengeluarkan bayi yang dikandung pasien tersebut. 
d. Suatu sebab yang halal. 
Suatu sebab yang halal adalah isi dari perjanjian tersebut. 
Perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan terjadi karena 
para pihak telah memahami dan mengerti isi dari perjanjian tersebut. 
Dalam perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan ini, 
dapat diketahui bahwa isi dari perjanjian tersebut yaitu pihak pasien 
menghendaki agar pasien dapat melahirkan dengan selamat, begitu 
pula keselamatan bayi yang dikandungnya. 
Dalam perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan 
tersebut, isi perjanjian tidak dituangkan dalam bentuk pasal-pasal 
melainkan dalam bentuk pernyataan yang menyebutkan bahwa pasien 
telah memperoleh informasi dengan jelas oleh dokter mengenai 
tujuan, sifat dan perlunya tindakan kedokteran, serta risiko yang dapat 
ditimbulkan dari tindakan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa dalam 
pelaksanaan perjanjian tersebut, segala informasi yang berhubungan 
dengan tindakan yang akan dilakukan telah diberitahukan sebelumnya 
kepada pasien dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam 
Permenkes Nomor 585 Tahun 1989, berarti isi perjanjian tersebut 
merupakan sebab yang halal. Pada isi perjanjian selanjutnya  
mengatakan bahwa pasien menyatakan persetujuan dengan penuh 
kesadaran dan tanpa paksaan, hal ini menunjukkan bahwa perjanjian 
tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 1321 KUH Perdata, sehingga 
isi yang terdapat dalam perjanjian ini merupakan sebab yang halal. 
Adanya pernyataan yang terdapat dalam isi perjanjian tindakan 
kedokteran pada pasien melahirkan merupakan sebab yang halal 
dikarenakan dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa isi dari 
perjanjian telah sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak 
menyimpang dengan undang-undang, norma-norma kesusilaan dan 
ketertiban umum. 
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa perjanjian 
tindakan kedokteran pada pasien melahirkan dianggap telah sah menurut 
hukum karena telah memenuhi keempat syarat yang terdapat dalam Pasal 
1320 KUH Perdata. Hal tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan Pasal 
1338 ayat 1 KUH Perdata, perjanjian tindakan kedokteran tersebut berlaku 
sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.  
2. Proses Dari Perjanjian Tindakan Kedokteran Pada Pasien 
Melahirkan. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan Ibu 
Sundari selaku Kepala Bagian Kamar Bersalin RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta, maka dapat diketahui bahwa dokter yang bekerja di bagian 
kamar bersalin RSUD Dr. Moewardi merupakan dokter in, yaitu dokter 
yang bertindak untuk dan atas nama rumah sakit. Dalam hal ini, rumah 
sakit bertindak sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Adapun dokter 
tersebut terdiri dari : 
 
 
a. Dokter Residen 
Dokter residen merupakan dokter yang masih dalam proses 
pendidikan spesialis. Dokter tersebut mempunyai tugas melakukan 
pemeriksaan awal sebelum dilakukan tindakan kedokteran pada pasien 
yang akan melahirkan. 
b. Dokter Operator 
Dokter operator merupakan dokter pelaksana tindakan 
kedokteran yang akan dilakukan kepada pasien melahirkan. Dalam hal 
ini, dokter operator melakukan tindakan tersebut setelah mendapat 
keterangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter residen. 
c. Dokter Anastesi 
Dokter anastesi merupakan dokter yang memberikan obat 
anastesi atau obat bius untuk menghilangkan rasa sakit pada bagian 
tubuh tertentu atau secara menyeluruh dapat membuat orang tertidur 
atau tidak sadar sehingga mengurangi rasa takut dari pasien yang akan 
melahirkan. Dokter anastesi dibutuhkan apabila pasien tersebut akan 
melahirkan secara operasi. Obat anastesi tersebut diberikan setelah 
dilakukan pemeriksaan terhadap pasien. 
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perjanjian 
mengenai tindakan kedokteran antara pihak rumah sakit dengan pasien 
melahirkan melalui beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut adalah 
sebagai berikut : 
a. Tahap pendaftaran  
Merupakan tahap paling awal yang dimulai dengan pasien 
datang ke rumah sakit untuk mendaftarkan diri di ruang pendaftaran. 
Pendaftaran ini dilakukan untuk menyatakan bahwa pasien telah 
bersedia melakukan pengobatan di RSUD Dr. Moewardi, hal ini 
merupakan bentuk perjanjian terapeutik antara pihak rumah sakit 
dengan pasien melahirkan. Kemudian pasien dibawa ke IGD untuk 
mendapatkan pemeriksaan terhadap segala sesuatu yang diderita. 
b. Tahap pemeriksaan 
Dalam tahap ini, pemeriksaan dilakukan oleh dokter residen di 
IGD RSUD Dr. Moewardi. Hal pertama yang dilakukan oleh dokter 
adalah meminta penjelasan kepada pasien tentang keluhan yang 
diderita oleh pasien. Setelah mendapat keterangan dari pasien, dokter 
akan mendiagnosis untuk menentukan tindakan guna penyembuhan 
penyakitnya. Pada pasien melahirkan, setelah melakukan pemeriksaan 
dokter akan mendiagnosis apakah proses persalinan tersebut akan 
berlansung secara normal atau dibutuhkan tindakan kedokteran. 
Bagi pasien yang tidak bisa melahirkan secara normal, maka 
harus melalui tahapan induksi. Tahap induksi merupakan tahapan 
pertama yang dilakukan, yaitu dengan jalan memberikan rangsangan 
menggunakan obat yang dimasukkan melalui infus. Hal ini bertujuan  
untuk mempercepat kontraksi pada pasien yang akan melahirkan. Jika 
melalui tahapan induksi bayi tersebut tidak bisa dikeluarkan, jalan 
terakhir yaitu dengan cara operasi. Pasien melahirkan harus melalui 
tahapan tersebut, dikarenakan RSUD Dr. Moewardi merupakan rumah 
sakit pendidikan, sehingga pelaksanaan pelayanan termasuk pada 
pasien melahirkan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan 
tahapan pendidikan. 
Untuk cara melahirkan dengan vacuum, dilakukan apabila 
pasien tidak dapat mengejan untuk melahirkan bayi yang 
dikandungnya, sehingga kepala bayi harus ditarik dengan alat vacuum 
extractor. Cara ini bukan bagian dari tahapan di atas, sehingga 
merupakan bagian tersendiri yang juga menggunakan perjanjian 
tindakan kedokteran. 
Mengenai penjelasan yang diberikan oleh pasien mengenai 
keluhan yang dideritanya harus merupakan keterangan yang jujur dan 
benar. Kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut dapat dijadikan 
sebagai pertimbangan bagi dokter residen untuk menentukan dengan 
cara apa untuk mengeluarkan bayi yang dikandung oleh pasien 
tersebut. Hasil dari pemeriksaan tersebut dikonsultasikan oleh dokter 
residen kepada dokter operator dan kemudian pasien dipindahkan ke 
bagian kamar bersalin untuk mendapat tindakan lebih lanjut, baik itu 
secara normal, induksi, operasi atau vacuum. Jika pasien tersebut 
harus melahirkan secara operasi, maka diperlukan adanya 
pemeriksaan oleh dokter anastesi untuk penentuan dalam pemberian 
obat bius bagi pasien yang akan melakukan operasi melahirkan. 
c. Tahap pemberian informed consent  
Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan selain diberikan kepada 
dokter operator juga diberikan kepada pasien atau keluarganya 
sekaligus mengenai hal atau tindakan yang akan dan harus dilakukan 
untuk kesembuhan pasien. Dalam hal ini, pasien mempunyai hak 
untuk mendapatkan informasi mengenai keluhan atau gangguan yang 
dideritanya, yang merupakan alasan dalam memberikan persetujuan 
untuk dilakukannya tindakan kedokteran tersebut. Pelaksanaan 
perjanjian antara pihak rumah sakit dan pasien melahirkan tanpa 
adanya pemberian informed consent menurut Pasal 1320 KUH Perdata 
dapat dinyatakan sebagai suatu perjanjian yang tidak sah. Informed 
consent tersebut tersebut harus diberikan secara benar, jujur serta tidak 
bermaksud untuk menakut-nakuti atau bersifat memaksa. Pemberian 
informed consent disamping merupakan kewajiban bagi dokter, juga 
merupakan hak bagi pasien. Adapun penjelasan yang diberikan oleh 
dokter adalah sebagai berikut : 
1) Prosedur medik yang akan dilakukan 
Prosedur medik yang akan dilakukan ini merupakan prosedur 
terapeutik atau prosedur diagnosis. Dalam hal perjanjian tindakan 
kedokteran pada pasien melahirkan, maka dijelaskan mengenai 
hasil pemeriksaan dan tindakan kedokteran yang akan dilakukan. 
Kemudian yang perlu dijelaskan lagi adalah apakah tindakan 
diagnosis tersebut bersifat invasif atau tidak. Yang termasuk 
tindakan invasif menurut Permenkes Nomor 585 Tahun 1989 
adalah tindakan yang langsung mempengaruhi keutuhan jaringan 
tubuh. 
Selanjutnya dijelaskan juga kapan tindakan tersebut akan 
dilakukan, dalam waktu berapa lama, serta gambaran singkat 
mengenai alat yang akan digunakan. Selain itu dijelaskan juga 
mengenai bagian tubuh yang akan mengalami tindakan dan untuk 
tindakan yang memerlukan pembiusan, diberitahukan sebelumnya 
kepada pasien. 
2) Risiko dari tindakan kedokteran pada pasien melahirkan 
Dokter harus menjelaskan mengenai risiko yang dihadapi 
oleh pasien yang akan terjadi tanpa bermaksud menakut-nakuti. 
Menurut Pasal 5 ayat 1 Permenkes Nomor 585 Tahun 1989 
menyatakan bahwa “informasi yang diberikan mencakup 
keuntungan dan kerugian dari tindakan medik yang akan dilakukan 
baik diagnosis maupun terapeutik”. 
Risiko tersebut harus dijelaskan secara lengkap dan jelas 
kepada pasien. Adapun risiko yang harus dijelaskan tersebut 
meliputi berat ringannya risiko, kemungkinan risiko tersebut 
timbul, dan kapan risiko tersebut timbul seandainya tindakan 
tersebut dilakukan. 
3) Penjelasan tentang tujuan tindakan kedokteran pada pasien 
melahirkan 
Setiap pasien yang datang ke rumah sakit mempunyai 
harapan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh dokter akan 
mengurangi penderitaannya. Berkaitan dengan pasien melahirkan, 
maka pasien datang ke rumah sakit untuk mengeluarkan bayi yang 
dikandungnya. Oleh karena itu dokter perlu menjelaskan tujuan 
dari tindakan kedokteran yang akan diberikan kepada pasien 
tersebut, disertai dengan kemungkinan yang terjadi jika tindakan 
kedokteran tersebut tidak dilakukan. 
4) Alternatif tindakan kedokteran lain yang tersedia 
Dalam memberikan informasi, dokter harus menjelaskan 
mengenai alternatif tindakan kedokteran yang akan dilakukannya 
tersebut. Alternatif pertama yang ditawarkan kepada pasien 
merupakan pilihan yang terbaik untuk pasien. Namun seperti telah 
dijelaskan sebelumnya, bahwa segala tindakan kedokteran yang 
dilakukan di RSUD Dr. Moewardi harus disesuaikan dengan 
prosedur dan tahapan pendidikan. Jadi jika pasien tidak bisa 
melahirkan secara normal, terlebih dulu harus menempuh cara 
induksi, jika pasien tidak menyetujui untuk dilakukannya induksi, 
maka dokter memberikan alternatif lain yaitu dengan jalan operasi. 
5) Penjelasan mengenai prognosis dan biaya 
 Dalam pemberian informasi, dokter harus menjelaskan 
mengenai jalannya penyakit, hal ini bertujuan agar pasien benar-
benar mengetahui keadaan yang terjadi pada dirinya. Selain itu 
dijelaskan juga mengenai biaya yang harus dibayar dari tindakan 
kedokteran yang harus dilakukan terhadapnya, hal ini bertujuan 
agar dapat memberikan pertimbangan bagi pasien dalam 
mengambil keputusan.  
Mengenai pihak yang memberikan penjelasan informed consent 
adalah dokter. Dokter dalam hal ini adalah dokter yang akan 
melakukan tindakan kedokteran tersebut, atau sering disebut dengan 
dokter operator. Tetapi apabila dokter berhalangan, maka penjelasan 
dapat diwakilkan kepada dokter residen yang ditunjuk. 
Informasi diberikan dengan bahasa yang sederhana dan jelas 
serta disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan intelektual dari 
pasien, sehingga pasien dapat mengerti dengan jelas. Hal ini 
dikarenakan di bagian kamar bersalin RSUD Dr. Moewardi masih 
terdapat pasien dengan tingkat pendidikan yang rendah, yang 
membutuhkan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami. 
Adapun tujuan dari pemberian informasi tersebut adalah supaya 
pasien dapat mempertimbangkan segi-segi lainnya, yang antara lain 
meliputi segi finansial, prospek kehidupan setelah operasi, sosial 
budaya dan segi-segi lain yang penting untuk dipertimbangkan. 
Pemberian informasi yang sedikit dan tidak cukup dapat 
mengakibatkan tidak sahnya perjanjian. 
d. Tahap persetujuan dan penandatanganan 
Setelah mendapatkan informasi yang cukup jelas, kemudian 
pasien diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan. Setelah 
mempertimbangkan, pasien akan memberikan keputusan yang terdiri 
dari dua kemungkinan keputusan, yaitu : 
1)  Menolak 
Apabila pasien menolak untuk dilakukan tindakan 
kedokteran tersebut, meskipun telah mendapatkan penjelasan dari 
dokter mengenai konsekuensi penolakan tersebut, maka pasien 
diharuskan mengisi dan menandatangani surat penolakan. Hal 
tersebut dimaksudkan agar jika terjadi sesuatu di kemudian hari, 
dokter tidak dipersalahkan atas hal tersebut. 
2)  Menerima 
Pasien yang memutuskan untuk menjalani tindakan 
kedokteran, maka antara pasien dan pihak rumah sakit 
mengadakan suatu perjanjian untuk melakukan tindakan 
kedokteran tersebut. Pasien yang menyetujui tindakan kedokteran 
tersebut diharuskan : 
a) Mengisi identitas dengan jelas; 
b) Mengisi identitas keluarga terdekat pasien yang berwenang 
memberikan persetujuan/ijin dan selanjutnya menuliskan 
hubungan dengan pasien tersebut (sebagai suami, orang tua, 
anak atau wali); 
c) Menandatangani dan mencantumkan nama jelas pada kolom 
yang tersedia. 
Mengenai penandatanganan surat persetujuan tersebut dilakukan 
oleh pasien atau keluarganya. Dari pihak rumah sakit, diwakili oleh 
dokter operator. Serta dilakukan dihadapan dua orang saksi di 
antaranya satu orang saksi dari pihak rumah sakit dan satu orang saksi 
dari pihak pasien. Bagi pasien yang akan melakukan tindakan operasi, 
maka disertai tanda tangan  dokter anastesi. Penandatanganan 
perjanjian ini dilakukan sebelum tindakan kedokteran tersebut 
dilakukan. Pada pelaksanaan tindakan induksi yang tidak berhasil dan 
membutuhkan tindakan operasi, maka harus menggunakan 
persetujuan baru yang harus ditandatangani kembali oleh para pihak.  
Penandatanganan perjanjian ini merupakan pengukuhan apa 
yang telah disepakati bersama. Dengan menandatangani perjanjian 
tersebut, maka kedua belah pihak telah bersepakat dengan apa yang 
ada dalam isi perjanjian dan bersedia memenuhi segala hak dan 
kewajiban yang timbul setelah perjanjian tersebut. 
3. Bentuk dan Isi Perjanjian Tindakan Kedokteran Pada Pasien 
Melahirkan. 
Dalam Pasal 3 Permenkes Nomor 585 Tahun 1989 tentang 
persetujuan tindakan medik menyatakan bahwa setiap tindakan medik 
yang mengandung risiko tinggi harus dengan persetujuan secara tertulis 
yang ditandatangani oleh pihak yang menyatakan persetujuan. Dari 
pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian tindakan 
kedokteran pada pasien melahirkan harus merupakan perjanjian dalam 
bentuk tertulis karena tindakan kedokteran pada pasien melahirkan 
merupakan tindakan yang mengandung risiko cukup tinggi yang 
menyangkut keselamatan pasien dan bayi yang dikandungnya. Pada pasien 
yang melahirkan secara normal, tidak memerlukan persetujuan secara 
tertulis, cukup dengan persetujuan secara lisan. 
Bentuk perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan di 
bagian kamar bersalin RSUD Dr. Moewardi sama halnya dengan bentuk 
perjanjian tindakan kedokteran pada umumnya yang dibuat dalam bentuk 
tertulis. Pihak rumah sakit telah menyediakan suatu formulir yang berisi 
klausul-klausul untuk adanya kesepakatan dan persetujuan atau pernyataan 
tidak setuju dari para pihak untuk mengadakan suatu perjanjian terapeutik. 
Formulir tersebut dibuat secara baku oleh pihak rumah sakit. Bentuk 
formulir tersebut mencantumkan antara lain : 
a. Nama, umur, jenis kelamin, alamat dan bukti diri (KTP) dari keluarga 
terdekat pasien beserta hubungan dengan pasien yang akan dilakukan 
tindakan kedokteran; 
b. Tindakan kedokteran yang akan dilakukan untuk pasien melahirkan 
tersebut (induksi, operasi atau vacuum); 
c. Nama, umur, jenis kelamin, alamat, bukti diri (KTP), ruang dimana 
pasien dirawat, nomor rekam medis; 
d. Pernyataan bahwa pasien telah mendapat penjelasan dari dokter yang 
bersangkutan mengenai tujuan, sifat, risiko dan perlunya tindakan 
medis tersebut, pernyataan bahwa pasien sanggup menerima risiko 
yang terjadi akibat tindakan kedokteran yang dilakukan dan disertai 
dengan pernyataan bahwa persetujuan tersebut dibuat dengan penuh 
kesadaran dan tanpa paksaan. 
e. Pada bagian terakhir dari surat perjanjian tersebut dicantumkan tempat 
dan tanggal pembuatan surat perjanjian tersebut disertai dengan tanda 
tangan dan nama terang dari dokter operator, dokter anastesi (jika 
tindakan tersebut berupa operasi), yang membuat pernyataan, serta 
dua orang saksi di antaranya satu orang dari pihak rumah sakit dan 
satu orang dari pihak pasien. Apabila perjanjian dibutuhkan dalam 
keadaan darurat dan mebutuhkan tindakan kedokteran yang cepat 
(Implied Emergency Consent), maka dua orang saksi tersebut diambil 
dari pihak rumah sakit. Berdasarkan analisis penulis, dari pihak 
keluarga meskipun dilarang sebagai saksi tetapi untuk keluarga dalam 
garis samping dalam derajat kedua atau semenda dan keluarga yang 
mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam 
garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri (saudara-
saudara, ipar dan juga orang tua, anak dan saudara dari ipar tersebut) 
dapat didengar sebagai saksi dan dapat mengajukan diri sebagai saksi, 
tetapi mereka diberikan hak untuk meminta pembebasan dari 
kewajiban memberikan kesaksian. Pihak-pihak tersebut dapat 
mengundurkan diri sebagai saksi dan mempunyai hak untuk menolak 
didengar di bawah sumpah. Namun dari pihak rumah sakit, 
dikarenakan terdapat hubungan kerja maka hanya dapat didengar 
keterangannya yang dianggap sebagai penjelasan dan bukan 
merupakan suatu kesaksian. Dalam hal ini, penjelasan tersebut 
digunakan untuk mengetahui dan mendapatkan petunjuk-petunjuk ke 
arah peristiwa yang dapat dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti 
yang biasa.  
Perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan ini 
merupakan perjanjian baku dikarenakan bentuk dan isi perjanjian 
ditetapkan secara sepihak yaitu oleh pihak rumah sakit dalam suatu bentuk 
tertentu (tertulis) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara massal. 
Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan 
untuk bertindak cepat dari dokter/rumah sakit dan tetap melindungi para 
pihak. 
Isi dari perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan di 
RSUD Dr. Moewardi memuat adanya keadaan khusus yang harus 
disepakati untuk dipenuhi. Isi dari perjanjian tersebut meliputi pernyataan 
persetujuan dari pasien atau keluarganya yang diberikan dengan penuh 
kesadaran dan tanpa paksaan atas tindakan medis yang akan dilakukan 
terhadap dirinya, pernyataan bahwa pasien telah mendapatkan penjelasan 
dari dokter dan mengerti sifat, tujuan, risiko dan perlunya tindakan 
kedokteran yang akan dilakukan pada pasien yang akan melahirkan 
tersebut. Selain itu, disertai pula penandatanganan oleh para pihak yang 
terkait yaitu pasien/keluarganya, dokter operator maupun dokter anastesi 
serta dua orang saksi yang masing-masing satu orang dari pihak rumah 
sakit dan satu orang dari pihak pasien. Penandatanganan dilakukan untuk 
sahnya perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan, karena 
berarti kedua belah pihak telah menyetujui hal-hal pokok yang telah 
diperjanjikan. 
4. Berakhirnya Perjanjian Tindakan Kedokteran Pada Pasien 
Melahirkan. 
Berakhirnya suatu perjanjian dapat disebabkan karena berbagai 
macam sebab, antara lain karena terjadinya suatu peristiwa tertentu atau 
tujuannya telah tercapai. Perjanjian tindakan kedokteran pada pasien 
melahirkan ini dapat berakhir disebabkan karena dua hal, yaitu : 
a. Tercapainya tujuan seperti yang diharapkan 
Tujuan dari dilakukannya tindakan kedokteran pada pasien 
melahirkan disini yaitu sembuhnya pasien setelah dikeluarkannya bayi 
yang dikandung, baik dengan melakukan pembedahan, pacuan 
maupun vacuum, sehingga pasien sudah kembali sehat dengan 
melakukan perawatan untuk beberapa hari. Dengan dikeluarkannya 
bayi tersebut, maka perjanjian tersebut telah berakhir. 
Hal ini dimaksudkan, bahwa setelah adanya pernyataan sembuh 
dan diijinkan pulang dari rumah sakit, maka perjanjian tindakan 
kedokteran ini telah berakhir bagi para pihak. Adanya ijin pulang dari 
rumah sakit, tidak berarti bahwa pasien diperbolehkan untuk pulang. 
Tetapi pasien harus melaksanakan kewajibannya terhadap rumah 
sakit, yaitu melunasi biaya perawatan dan pelayanan rumah sakit di 
bagian keuangan. 
b. Adanya kesepakatan para pihak atau salah satu pihak untuk 
menghentikan perjanjian 
Dalam keadaan tertentu atau kondisi tertentu bagi para pihak 
yang membuat perjanjian, dimungkinkan adanya penghentian 
perjanjian, yaitu dengan : 
1) Adanya pernyataan penghentian perjanjian oleh salah satu pihak; 
2) Adanya pernyataan penghentian perjanjian oleh kedua belah pihak. 
Pernyataan penghentian perjanjian tindakan kedokteran ini 
biasanya dilakukan sebelum tindakan kedokteran tersebut dilakukan,  
hal ini dilakukan karena adanya alasan tertentu dari salah satu pihak. 
Hal ini bisa saja terjadi karena dalam pelaksanaan perjanjian tindakan 
kedokteran pada pasien melahirkan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-
faktor kesehatan, namun bila terdapat faktor-faktor yang 
menyebabkan suatu kerugian baik bagi pasien maupun bagi dokter, 
maka perjanjian tersebut dapat dihentikan. 
Dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa semua 
persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat 
ditarik kembali kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak, atau 
perjanjian tersebut harus diakhiri berdasarkan undang-undang. Dari 
Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian yang telah 
dibuat secara sah tidak dapat diakhiri secara sepihak. Jika ingin 
mengakhiri atau membatalkan perjanjian tersebut, maka harus 
mendapatkan persetujuan dari pihak yang lain. 
Namun dalam perjanjian tindakan kedokteran pada pasien 
melahirkan tidak demikian. Berdasarkan Pasal 1338 ayat 2 KUH 
Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik 
kembali selain atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-
alasan tertentu yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. 
Namun jika dilihat dalam Pasal 1266 ayat 1 dan 2 KUH Perdata 
bahwa dalam persetujuan timbal balik, syarat batal dianggap selalu 
dicantumkan manakala salah satu pihak tidak memenuhi 
kewajibannya. Dalam keadaan seperti ini persetujuan tidak batal demi 
hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. 
Berdasarkan analisis penulis dari hal di atas, maka perjanjian 
tindakan kedokteran merupakan bentuk perjanjian timbal balik. Hal 
ini dikarenakan perjanjian tindakan kedokteran pada pasien 
melahirkan, kedua pihak dalam perjanjian tersebut sama-sama 
mempunyai hak dan kewajiban sehingga keduanya mempunyai 
kewajiban untuk memenuhi prestasi yang juga menjadi hak bagi 
masing-masing pihak. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1266 ayat 2 
KUH Perdata bahwa pembatalan dalam persetujuan timbal balik harus 
dimintakan kepada hakim, maka pembatalan yang terjadi dalam 
perjanjian tindakan kedokteran tersebut merupakan bentuk 
penyimpangan terhadap Pasal 1266 ayat 2 KUH Perdata. Namun jika 
dilihat, perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan dapat 
digolongkan suatu bentuk perjanjian pemberian kuasa. Hal ini 
dikarenakan seseorang (pasien) memberikan kekuasaan kepada orang 
lain (pihak rumah sakit atau dokter) yang menerimanya untuk 
menyelenggarakan suatu urusan (tindakan kedokteran). Berdasarkan 
Pasal 1814 KUH Perdata, pemberi kuasa dapat menarik kembali 
kuasanya manakala dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, 
memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa dipegangnya. Selain 
itu dalam Pasal 1817 KUH Perdata menyatakan bahwa si kuasa dapat 
membebaskan diri dari kuasanya dengan pemberitahuan penghentian 
kepada si pemberi kuasa. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa 
perjanjian  tindakan kedokteran pada pasien melahirkan merupakan 
suatu bentuk perjanjian pemberian kuasa, sehingga dapat ditarik 
kembali atau dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. 
Pembatalan tersebut dapat dilakukan baik oleh pihak dokter 
maupun pihak pasien. Penghentian atau pembatalan perjanjian dari 
pihak dokter dapat terjadi karena pada saat tindakan kedokteran 
seperti operasi akan dilakukan, pada saat dokter anastesi melakukan 
pemeriksaan ternyata diketahui bahwa riwayat kesehatan pasien yang 
alergi jika diberikan obat anastesi, atau ditemukan kelainan-kelainan 
pada diri pasien yang jika operasi dilakukan maka akan 
membahayakan pasien. Dalam keadaan tersebut maka dokter operator 
akan membatalkan perjanjian yang telah ditandatangani dan 
memberikan alternatif tindakan yang lain dengan menggunakan 
perjanjian yang baru. Dalam pelaksanaannya, hal tersebut jarang 
terjadi karena dalam pelaksanaan tindakan operasi, dokter operator 
tidak akan menandatangani perjanjian sebelum dokter anastesi 
menyetujui dengan menandatangani perjanjian tersebut. 
Di sisi lain penghentian atau pembatalan yang dilakukan oleh 
pihak pasien yaitu pasien yang berdasarkan pertimbangan tertentu 
memutuskan untuk melahirkan bayinya di rumah sakit lain, dengan 
disertai surat pengantar dan keterangan dari rumah sakit atau dokter 
yang menangani pasien tersebut selama dirawat di rumah sakit. Atau 
hal lain seperti adanya pasien yang berubah pikiran sehingga 
menghentikan atau membatalkan perjanjian tersebut. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perjanjian 
tindakan kedokteran pada pasien melahirkan yang diadakan di RSUD 
Dr. Moewardi  telah memenuhi syarat dan secara yuridis sah sesuai 
dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian tindakan kedokteran 
tersebut didasarkan atas kesepakatan/persetujuan dari pasien dengan 
rumah sakit secara tertulis (informed consent) dalam bentuk baku. 
Persetujuan tersebut diberikan tanpa paksaan, penipuan dan 
kekhilafan, selain itu juga dilakukan secara bebas oleh pasien setelah 
mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai tujuan, risiko, dan 
perlunya tindakan kedokteran yang berkaitan dengan keluhan/penyakit 
yang dideritanya tersebut. 
 
 
B. Tanggung Jawab Pihak Rumah Sakit Jika Terjadi Wanprestasi Oleh 
Dokter Dalam Pelaksanaan Perjanjian Tindakan Kedokteran (Informed 
Consent) Antara Pihak Rumah Sakit Dengan Pasien Melahirkan Di 
Bagian Kamar Bersalin RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
Mengenai wanprestasi dalam pelayanan kesehatan, timbul karena 
tindakan seorang dokter dalam memberikan jasa perawatan yang tidak patut 
sesuai dengan yang telah disepakati di dalam perjanjian. Perawatan yang 
tidak patut ini, dapat berupa tindakan kekuranghati-hatian, atau akibat 
kelalaian dari dokter yang bersangkutan sehingga menyalahi tujuan perjanjian 
terapeutik tersebut. 
Ketentuan tentang wanprestasi dalam perjanjian antara pihak rumah 
sakit dan pasien, berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata bahwa pihak dokter 
tidak menjalankan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien 
dan pihak dokter dapat melakukan penyelesaian dengan memberikan 
penggantian biaya ganti rugi. Adapun wanprestasi dalam pelayanan kesehatan 
dalam perjanjian ini terjadi apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai 
berikut : 
1. Hubungan antara dokter dengan pasien terjadi berdasarkan kontrak 
terapeutik; 
2. Dokter telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut yang 
menyalahi tujuan perjanjian terapeutik tersebut; 
3. Pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan. 
Dalam gugatan atas dasar wanprestasi tersebut, ketiga unsur diatas 
harus dapat dibuktikan terlebih dahulu. Cara membuktikan bahwa dokter 
tersebut telah melakukan wanprestasi tentunya dengan standar pembuktian 
yang professional. Pembuktian tentang adanya perjanjian terapeutik tersebut 
dapat dilakukan pasien dengan mengajukan rekam medik atau dengan surat 
persetujuan tindakan medik yang diberikan kepada pasien. Pada unsur yang 
kedua, maka pasien harus membuktikan adanya kesalahan dan atau kelalaian 
dokter. Dalam hal ini, pasien harus mengajukan fakta bahwa dokter yang 
merawatnya tersebut tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, atau 
dokter tersebut melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak 
boleh dilakukan, dan semua tindakan tersebut menyebabkan kerugian yang 
diderita pasien. 
Proses pembuktian yang terjadi dalam suatu gugatan yang dilakukan 
pasien terhadap dokter tersebut berbeda dengan pembuktian yang terjadi pada 
kasus-kasus biasa. Pembuktian tersebut harus berkaitan dengan kasus-kasus 
medis yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Spesialis, Ikatan Dokter Indonesia 
dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Gugatan yang berkaitan dengan 
wanprestasi tersebut, biasanya berupa gugatan ganti rugi terhadap dokter 
yang dianggap telah melakukan perbuatan yang merugikan pasien. 
Berkaitan dengan pertanggungjawaban pihak rumah sakit atas 
wanprestasi yang dilakukan dokter terhadap pasien di RSUD Dr. Moewardi, 
maka penulis memberikan contoh yaitu seorang pasien yang datang ke rumah 
sakit ini untuk melahirkan bayi yang dikandungnya, kemudian berdasarkan 
hasil pemeriksaan dan tindakan sebelumnya maka pasien tidak dapat 
melahirkan dengan jalan normal. Berdasarkan tahapan pasien melahirkan, 
maka pasien tersebut harus melalui tahapan induksi (pacuan). Dokter 
menjelaskan berbagai informasi mengenai tindakan induksi tersebut, 
termasuk risiko yang dihadapi dari tindakan tersebut. Maka telah disepakati 
untuk dilakukannya induksi oleh kedua belah pihak dengan penandatanganan 
informed consent. Pada saat pelaksanaan tindakan induksi tersebut, dokter 
dengan segenap kemampuannya menolong pasien tersebut, karena kelalaian 
dokter maka suatu kecelakaan terjadi dan tangan bayi yang dilahirkan 
tersebut mengalami keretakan. 
Berdasarkan kasus di atas, dokter menyadari bahwa ia bertanggung 
jawab atas setiap tindakannya atau akibat tindakan medis yang dilakukan 
dalam menjalankan profesinya, maka dokter tersebut melakukan pendekatan 
melalui komunikasi secara kekeluargaan dengan pasien, dan memberikan 
ganti rugi kepada pasien tersebut. Ganti kerugian tersebut berupa membayar 
biaya perawatan pasien selama di rumah sakit dan membayar biaya 
penyembuhan bayi tersebut. Kasus diatas dapat dikatakan suatu keadaan 
memaksa apabila kecelakaan tersebut terjadi karena pada saat dilakukan 
induksi, terdapat keadaan yang menghalangi dokter dalam menyelamatkan 
nyawa bayi tersebut, maka dokter tidak harus menanggung risiko. 
Namun jika terjadi suatu pengaduan dari pasien kepada pihak rumah 
sakit atas wanprestasi yang dilakukan oleh dokter yang bekerja di RSUD Dr 
Moewardi, maka langkah-langkah yang dilakukan pihak rumah sakit antara 
lain : 
1. Mengenai pihak yang menilai suatu tindakan wanprestasi adalah sebuah 
komite medis. Anggota komite medis tersebut terdiri dari berbagai 
profesi termasuk dari bidang hukum. Tugas dari komite medis adalah 
untuk memberikan penilaian atas tindakan medis yang dilakukan oleh 
dokter. 
2. Berdasarkan laporan dari pihak yang dirugikan (pasien), kemudian 
komite medis tersebut memanggil dokter yang bersangkutan, perawat, 
bidan jaga pada saat terjadi wanprestasi tersebut, dan kepala ruang 
dimana tindakan medis tersebut dilakukan. 
3. Kemudian direktur bersama dengan komite medis  mengadakan rapat, 
dalam rapat tersebut dokter dan paramedis yang bersangkutan dimintai 
penjelasannya mengenai tindakan yang dilakukannya tersebut. 
4. Dalam penjelasannya, dokter beserta paramedik menjelaskan dilengkapi 
dengan adanya informed consent dan status keadaan pasien selama 
menjalani perawatan di RSUD Dr. Moewardi. Dalam hal ini yang harus 
dibuktikan adalah adanya kerugian yang disebabkan karena adanya 
wanprestasi dari dokter. 
5. Selanjutnya apabila direktur dan komite medis menilai bahwa tindakan 
yang dilakukan oleh dokter tersebut adalah suatu wanprestasi, maka 
dalam hal ini rumah sakit akan mengganti seluruh biaya kerugian yang 
diderita pasien. 
 Mengenai gugatan pertanggungjawaban atas wanprestasi yang 
dilakukan oleh dokter merupakan sesuatu hal yang sulit untuk dibuktikan. 
Karena dalam hal ini, dokter telah membuat catatan-catatan tertulis tentang 
keadaan pasien (medical record) yang disertai dengan penandatanganan 
informed consent, kecuali jika terdapat kesan bahwa terdapat sesuatu yang 
tidak beres dalam catatan tersebut. 
Adanya informed consent lebih memberikan keuntungan bagi pihak 
dokter yaitu dapat melindungi dokter dari kemungkinan tuntutan hukum. 
Dengan catatan apabila di salah satu pihak tindakan kedokteran yang 
dilakukan memang tidak menimbulkan masalah apapun, dan jika sampai 
menimbulkan suatu masalah di pihak yang lain, seperti adanya akibat 
samping atau komplikasi yang sama sekali tidak berhubungan dengan 
wanprestasi dari tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut. Adapun 
timbulnya masalah tersebut hanya dikarenakan berlakunya prinsip 
ketidakpastian dari setiap tindakan yang dilakukan dokter. Dalam arti kata 
lain bahwa semua tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter tersebut 
memang telah sesuai dengan standar profesi yang telah ditetapkan. 
Selain itu dalam hal tindakan kedokteran, penguasaan ilmu dan 
keterampilan saja tidak cukup, mungkin saja terjadi seorang dokter dengan 
pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dalam bidangnya, dan telah 
menggunakan ilmunya demi menolong pasien, tanpa dipengaruhi 
pertimbangan mencari keuntungan pribadi. Namun dalam pelaksanaan 
tugasnya tersebut terdapat perasaan tidak puas pasien atas upaya 
penyembuhan yang telah dilakukan dokter tersebut, sehingga mengakibatkan 
pasien menuntut dokter tersebut ke pengadilan. Maka dengan adanya 
informed consent dapat melindugi dokter tersebut dari tuntutan hukum. 
Berdasarkan hal tersebut di atas maka diketahui bahwa wanprestasi 
yang dilakukan oleh dokter di RSUD Dr. Moewardi merupakan tanggung 
jawab pihak rumah sakit. Hal ini dikarenakan RSUD Dr. Moewardi 
merupakan rumah sakit pemerintah dan dokter yang bekerja merupakan 
dokter in atau dokter tetap. Berdasarkan hal tersebut, maka dokter bekerja 
untuk dan atas nama rumah sakit, sehingga jika terjadi tuntutan dari pasien 
atas wanprestasi yang dilakukan dokter, maka rumah sakit yang bertanggung 
jawab atas tindakan dari dokter tersebut, dan segala ganti kerugian yang 
diderita pasien merupakan tanggung jawab pihak rumah sakit. 
Tanggung jawab pihak rumah sakit atas kerugian pasien yang tidak 
terlalu besar, sebagai contoh yaitu kerugian pasien dalam pelaksanaan 
sterilisasi, karena tidak ingin hamil lagi, ternyata beberapa bulan setelah 
operasi, pasien tersebut hamil. Atau pada pasien yang melahirkan bayinya, 
karena suatu kecelakaan maka salah satu anggota tubuh dari bayi tersebut 
mengalami keretakan. Mengenai wanprestasi dengan tingkat kerugian pasien 
yang cukup besar, seperti adanya seorang pasien yang melahirkan bayinya 
dan karena sesuatu hal bayi tersebut meninggal atau mengalami cacat 
permanen yang tidak dapat disembuhkan. Maka dalam hal besar kecil, 
bentuknya dan sejauh mana penggantian kerugian tersebut, rumah sakit akan 
mendiskusikan lebih lanjut dengan komite medik mengenai wanprestasi yang 
dilakukan oleh dokter tersebut. Dalam hal ini, maka rumah sakit dalam hal 
pertanggungjawaban jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian 
tindakan kedokteran, kepastian tersebut didapatkan setelah pihak rumah sakit 
mendiskusikan bersama dengan komite medik. Dari hasil musyawarah atau 
diskusi tersebut maka pihak rumah sakit akan memberikan penggantian 
kerugian atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh dokter dalam 
pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran. 
Berdasarkan analisis penulis, adanya kebijakan pihak rumah sakit yang 
belum pasti mengenai bentuk, besar kecil dan sejauh mana tanggung jawab 
pihak rumah sakit dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh dokter pada 
pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran, hal tersebut akan menimbulkan 
pertanyaan bagi pasien yang menderita kerugian dari wanprestasi tersebut. 
Dalam hal ini, diperlukan adanya kepastian dalam pertanggungjawaban 
tersebut, karena tanggung jawab tersebut berkaitan dengan nyawa dan 
kehidupan pasien yang menderita kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan 
oleh dokter pada pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran di RSUD Dr. 
Moewardi. Kepastian pertanggungjawaban tersebut seperti contoh pihak 
rumah sakit harus memberikan ketentuan bahwa mengenai penggantian 
kerugian yang dialami pasien melahirkan berupa anggota tubuh yang 
mengalami cacat atau kerusakan dan masih bisa disembuhkan, maka pihak 
rumah sakit akan memberikan ganti rugi dalam bentuk biaya persalinan, 
pengobatan, penyembuhan dan pemulihan sampai pasien atau bayi yang 
menderita cacat tersebut dapat sembuh dan normal kembali.   
Berkaitan dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh dokter 
yang bekerja di rumah sakit, maka rumah sakit akan mengkonsultasikan 
tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh dokter tersebut kepada IDI (Ikatan 
Dokter Indonesia), apakah tindakan tersebut harus mendapat sanksi tertentu 
atau tidak. Hal ini dikarenakan seluruh dokter khususnya dalam hal ini dokter 
yang bekerja di RSUD Dr. Moewardi bernaung di bawah Ikatan Dokter 
Indonesia. Sanksi tersebut disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang 
dilakukan oleh dokter tersebut. Dalam hal malpraktek etik, IDI telah 
mempunyai Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), baik di tingkat 
pusat maupun tingkat cabang serta Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik 
Kedokteran (P3EK) yang terdapat pula di pusat dan di tingkat propinsi. 
Berdasarkan hal tersebut, maka instansi pertama yang akan menangani kasus-
kasus wanprestasi adalah MKEK cabang atau wilayah. Masalah yang tidak 
dapat diselesaikan oleh MKEK dirujuk ke P3EK propinsi, dan jika tetap tidak 
bisa menangani maka akan dilanjutkan ke P3EK pusat. Namun jika sesuatu 
pelanggaran merupakan malpraktek hukum pidana atau perdata, maka 
kasusnya akan diteruskan di pengadilan. 
Berkaitan dengan malpraktek hukum perdata, penulis memberikan 
contoh yaitu seorang dokter yang akan melakukan suatu tindakan 
pembedahan, namun ada salah satu risiko dari tindakan tersebut yang tidak 
diberitahukan secara jelas kepada pasien, padahal seharusnya segala hal yang 
berkaitan dengan tindakan tersebut, termasuk di dalamnya konsekuensi dari 
tindakan tersebut harus diberikan sejelas-jelasnya kepada pasien. Dalam hal 
ini, berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 
tentang Tenaga Kesehatan, maka perbuatan tersebut termasuk pelanggaran 
terhadap Pasal 22 ayat 1 yaitu tidak memberikan informasi yang berkaitan 
dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan, dan harus dikenakan 
pidana paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 
Selain itu perbuatan lain dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 
32 Tahun 1996 yang dikenakan pidana yang sama antara lain melakukan 
upaya kesehatan tanpa ijin dari menteri, melakukan upaya kesehatan tanpa 
melakukan adaptasi (bagi tenaga medis dan tenaga kefarmasian lulusan dari 
lembaga pendidikan  di luar negeri), melakukan upaya kesehatan tidak sesuai 
dengan standar profesi tenaga kesehatan yang bersangkutan, dan tidak 
melaksanakan kewajiban (menghormati pasien, menjaga kerahasiaan identitas 
dan data kesehatan pribadi pasien, meminta persetujuan terhadap tindakan 
yang akan dilakukan, serta membuat dan memelihara rekam medis). 
Perbuatan lain yang berkaitan dengan tindakan kedokteran juga diatur dalam 
UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dalam Pasal 80 ayat 1 yaitu 
melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi 
ketentuan (berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya 
tindakan tersebut, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian 
dan kewenangan untuk itu, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan 
atau suami atau keluarganya, dilakukan pada sarana kesehatan tertentu) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).  
C. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perjanjian 
Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Antara Pihak Rumah Sakit 
Dengan Pasien Melahirkan Di Bagian Kamar Bersalin RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta. 
Setelah penulis mengadakan penelitian di RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta, maka dapat diketahui bahwa terdapat kendala-kendala yang 
dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran pada pasien 
melahirkan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi tersebut antara lain : 
1. Berkaitan dengan tindakan kedokteran yang akan dilakukan, terdapat 
kendala adanya kekurangpahaman pasien atau keluarga terhadap tindakan 
yang akan dilakukan pada dirinya atau keluarganya, sehingga 
menimbulkan kesulitan bagi dokter untuk mengambil keputusan dalam 
menentukan tindakan yang akan dilakukannya. 
2. Dalam hal penandatangan informed consent, masih banyak terdapat pasien 
atau keluarga di bagian kamar bersalin dengan tingkat pendidikan yang 
rendah dan buta huruf, sehingga mengalami kesulitan dalam mengerti isi 
dari informed consent tersebut. Bahkan sebagian besar dari mereka kurang 
memahami maksud penandatanganan persetujuan tersebut. Hal tersebut 
juga menghambat dokter yang akan melakukan tindakan kedokteran. 
3. RSUD Dr. Moewardi masih mengalami pergantian berbagai bentuk 
formulir persetujuan, dan dalam hal pergantian formulir tersebut tidak ada 
sosialisasi terhadap dokter maupun para medik terlebih dahulu, sehingga 
dalam melakukan tindakan kedokteran dan akan ditandatangani 
persetujuan tersebut, dokter tidak mengetahui bahwa formulir persetujuan 
yang digunakannya tersebut telah diganti oleh pihak rumah sakit. Sehingga 
masih dijumpai pada saat dokter akan melakukan tindakan kedokteran, 
maka persetujuan yang ditandatangani masih menggunakan ketentuan 
yang lama. 
Dari berbagai kendala yang dihadapi tersebut, maka cara penyelesaian 
dari kendala-kendala yang dihadapi tersebut antara lain : 
1. Mengenai pasien atau keluarga yang kurang dapat memahami tindakan 
kedokteran yang akan dilakukan pada pasien melahirkan, maka dokter 
yang bersangkutan berusaha untuk memberikan penjelasan informasi 
kepada mereka dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami. 
Adapun penjelasan yang diberikan kepada mereka mengenai tujuan dan 
perlunya tindakan tersebut dilakukan berdasarkan keadaan pasien, risiko 
khusus dalam tindakan tersebut, dan kemungkinan risiko jika tindakan 
tersebut tidak dilakukan. Hal tersebut tentu saja disesuaikan dengan situasi 
dan kondisi pasien yang bersangkutan. Situasi dan kondisi tersebut dapat 
diketahui dokter dengan melakukan pendekatan kepada mereka melalui 
komunikasi dengan pasien atau keluarga yang bersangkutan tersebut. 
2. Dalam hal mengatasi pasien atau keluarga yang buta huruf sehingga 
mengalami kesulitan dalam mengerti isi dari informed consent tersebut 
maka pihak rumah sakit melalui dokter dan paramediknya berusaha untuk 
menjelaskan isi, tujuan, dan manfaat dari persetujuan tersebut, termasuk 
dalam hal ini membantu penulisan identitas yang harus diisi pasien 
sebelum penandatanganan informed consent tersebut. Hal ini bertujuan 
agar pasien dapat mengerti perlunya adanya kesepakatan dalam 
persetujuan tersebut. 
3. Mengenai bentuk formulir persetujuan yang sering berubah di RSUD Dr. 
Moewardi, hal ini dapat diatasi dengan melakukan penyesuaian dengan 
formulir persetujuan yang telah diganti. Meskipun mengalami kesulitan 
yang dikarenakan kurangnya sosialisasi dalam pergantian formulir 
tersebut, namun antara dokter dan paramedik sudah terjalin kerjasama 
yang baik, sehingga saling memberikan informasi antara satu dengan yang 
lain, kemudian mengkonfirmasikan kebenaran mengenai pergantian 
formulir persetujuan tersebut dengan pihak rumah sakit. Pergantian 
formulir persetujuan tersebut tidak mempengaruhi tanggung jawab pihak 
rumah sakit jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh dokter. Hal ini 
dikarenakan pada dasarnya isi dari formulir yang diganti tersebut sama, 
hanya saja pada formulir yang lama jenis informasi-informasi yang 
diberikan oleh dokter tertuang dalam formulir persetujuan dan pada bagian 
terakhir terdapat pernyataan bahwa pasien menyadari bahwa ilmu 
kedokteran bukanlah ilmu pasti, maka keberhasilan tindakan kedokteran 
bukanlah keniscayaan melainkan sangat bergantung kepada izin Tuhan 
Yang Maha Esa, sedangkan pada formulir yang baru pada bagian terakhir 
menyatakan bahwa pasien membuat persetujuan tersebut dengan penuh 
kesadaran dan tanpa paksaan. Mengenai pernyataan yang lain dalam 
persetujuan tersebut sama, yaitu bahwa pasien menyatakan persetujuan 
untuk dilakukannya tindakan kedokteran yang tujuan, sifat, perlunya serta 
risiko yang dapat ditimbulkan telah cukup dijelaskan oleh dokter dan 
pasien telah mengerti sepenuhnya informasi tersebut. Berdasarkan analisis 
penulis, adanya formulir persetujuan yang telah ditandatangani oleh kedua 
pihak tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa kedua belah pihak 
telah sepakat terhadap isi yang tertuang dalam formulir persetujuan 
tersebut, dan isi yang tertuang dalam persetujuan bersifat mengikat dan 
berlaku sebagai undang-undang bagi kedua pihak yang menandatangani 
persetujuan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka tidak memberikan 
pengaruh apapun terhadap pihak rumah sakit mengenai 
pertanggungjawaban atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh dokter 
terhadap pasiennya, meskipun telah terjadi pergantian formulir 
persetujuan, hal ini dikarenakan pertanggungjawaban dalam hal 
wanprestasi tidak berkaitan dengan pergantian bentuk formulir tetapi 
berkaitan dengan kesepakatan yang telah terjadi antara pihak rumah sakit 
dan pihak pasien. Selain itu, mengenai pertanggungjawaban para pihak 
jika terjadi wanprestasi, formulir yang mencantumkan informasi dari 
dokter lebih memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam 
perjanjian. Hal ini dikarenakan jika terjadi wanprestasi, informasi tersebut 
dapat menjadi bukti tertulis bahwa pihak rumah sakit telah memberikan 
segala informasi yang berkaitan dengan tindakan kedokteran yang akan 
dilakukan, sedangkan dari pihak pasien dapat meminta penjelasan jika 
masih terdapat informasi yang belum dijelaskan oleh dokter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah melakukan penelitian di RSUD Dr. Moewardi Surakarta, 
berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penulis dapat mengambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Bahwa prosedur dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran 
antara pihak rumah sakit dengan pasien melahirkan di RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta adalah perjanjian yang memenuhi syarat sahnya 
perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Informasi yang 
diberikan dalam perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan 
yaitu mengenai alasan, risiko, tujuan, alternatif lain, prognosis dan biaya 
dari dilakukannya tindakan kedokteran tersebut. Berdasarkan penjelasan-
penjelasan tersebut maka apabila pasien menolak, maka pasien 
diharuskan mengisi dan menandatangani surat penolakan. Namun jika 
pasien menyetujui tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter 
tersebut, maka akan dilaksanakan perjanjian dengan menandatangani 
formulir persetujuan. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh pasien 
atau keluarga terdekatnya, dokter yang melakukan tindakan, dokter 
anastesi (pada tindakan operasi), serta dua orang saksi di antaranya satu 
dari pihak rumah sakit dan satu dari pihak pasien. 
2. Mengenai tanggung jawab pihak rumah sakit jika terjadi wanprestasi di 
RSUD Dr. Moewardi yaitu dengan metode pendekatan dan komunikasi 
secara kekeluargaan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien melalui 
penggantian biaya kerugian atas wanprestasi yang dilakukannya. Namun 
jika terjadi tuntutan kepada pihak rumah sakit, maka yang menilai suatu 
tindakan wanprestasi adalah sebuah komite medis. Kemudian komite 
medis tersebut memanggil dokter yang bersangkutan, perawat, bidan jaga 
dan kepala ruang untuk dimintai penjelasan mengenai tindakannya 
tersebut. Apabila dokter tersebut terbukti melakukan wanprestasi, maka 
pihak rumah sakit akan menanggung biaya kerugian yang diderita pasien. 
Hal ini dikarenakan RSUD Dr. Moewardi merupakan rumah sakit 
pemerintah yang terdiri dari dokter tetap sehingga dokter yang bekerja 
tersebut bertindak untuk dan atas nama rumah sakit. 
3. Kendala-kendala yang timbul dari pelaksanaan perjanjian tindakan 
kedokteran dan penyelesaiannya, yaitu : 
a. Mengenai kekurangpahaman pasien atau keluarga terhadap tindakan 
yang akan dilakukan sehingga menimbulkan kesulitan bagi dokter 
untuk mengambil keputusan. Cara mengatasinya yaitu dokter dalam 
memberikan penjelasan mengenai informasi dengan bahasa yang 
jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. 
b. Mengenai adanya kesulitan pasien atau keluarga dengan tingkat 
pendidikan rendah dan buta huruf dalam mengerti, memahami, 
mengisi, serta menandatanganani informed consent. Cara 
mengatasinya yaitu dengan melalui dokter dan paramedik yang 
memberikan penjelasan mengenai arti penting persetujuan tersebut, 
termasuk membantu dalam penulisan dan penandatanganan informed 
consent.  
c. Mengenai bentuk formulir persetujuan yang masih sering berubah 
dan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu yang menyebabkan 
dokter tidak mengetahui bahwa formulir persetujuan telah diganti 
oleh pihak rumah sakit. Cara mengatasinya adalah dengan 
melakukan penyesuaian dengan formulir persetujuan yang telah 
diganti, selain itu terdapat kerjasama yang baik antara dokter dan 
paramedik untuk saling memberikan informasi jika terjadi pergantian 
formulir. 
 
 
B. Saran 
Pada bagian terakhir ini penulis akan mengajukan beberapa saran 
dengan harapan bahwa saran ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 
pihak yang terkait dalam menetapkan kebijaksanaan, sehingga dapat 
mencapai kemajuan yang diharapkan. Adapun saran tersebut antara lain : 
1. Dalam hal pemeriksaan terhadap pasien hamil, hendaknya kedua belah 
pihak saling memberikan informasi secara jelas, antara lain dari pihak 
pasien memberikan informasi mengenai perkembangan kehamilan dalam 
pemeriksaan sebelumnya, sedangkan dari pihak rumah sakit melalui 
dokter memberikan informasi mengenai diagnosa berdasarkan 
pemeriksaan dan informasi dari pasien. Hal tersebut akan mempermudah 
proses pelaksanaan perjanjian jika dibutuhkan tindakan kedokteran 
tertentu pada pasien melahirkan. 
2. Dalam hal tanggung jawab pihak rumah sakit atas wanprestasi yang 
dilakukan dokter terhadap pasien melahirkan, hendaknya pihak rumah 
sakit lebih bersifat terbuka kepada dokter yang bersangkutan sehingga 
dapat dijadikan koreksi bagi dokter dalam menjalankan profesinya dan 
setiap dokter yang melakukan tindakan kedokteran akan lebih 
mengutamakan kepentingan pasien dan rasa kemanusiaan karena 
tindakan kedokteran berhubungan dengan penyakit seseorang, terutama 
pada pasien melahirkan. Hal ini dikarenakan risiko yang dihadapi 
menyangkut keselamatan pasien dan bayi yang dikandungnya. 
3. Dalam pembuatan persetujuan, hendaknya dibuat lebih jelas dan dapat 
dimengerti oleh berbagai kalangan pasien, sehingga pasien dengan 
tingkat pendidikan yang rendah lebih mudah untuk memahami 
persetujuan tersebut. Mengenai saksi dari pihak keluarga dalam 
penandatanganan formulir persetujuan, hendaknya pihak rumah sakit 
memberikan ketentuan yaitu pihak keluarga yang mempunyai pertalian 
darah dalam garis samping dalam derajat kedua atau semenda dengan 
salah satu pihak dan keluarga yang mempunyai pertalian darah dalam 
garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua 
dengan suami atau istri (saudara-saudara, ipar, dan juga orang tua, anak 
dan saudara dari ipar tersebut). Berkaitan dengan pergantian formulir 
persetujuan, hendaknya pihak rumah sakit memberikan kebijakan dengan 
menetapkan penggunaan formulir yang lebih memberikan perlindungan 
hukum bagi para pihak dalam perjanjian tindakan kedokteran. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
Judul : Pelaksanaan Perjanjian Tindakan Kedokteran (Informed 
Consent) Antara Pihak Rumah Sakit Dengan Pasien 
Melahirkan Di Bagian Kamar Bersalin RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta. 
Pelaksanaan : Maret 2009 
1. Pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan 
a. Jenis tindakan kedokteran yang menggunakan perjanjian 
b. Prosentase jumlah persalinan dalam waktu tiga tahun terakhir 
c. Syarat sahnya perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan 
d. Proses perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan 
e. Bentuk dan isi perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan 
f.  Berakhirnya perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan 
2. Tanggung jawab pihak rumah sakit jika terjadi wanprestasi oleh dokter 
dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran pada pasien melahirkan 
a. Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran di RSUD 
Dr. Moewardi Surakarta 
b. Penyelesaian dalam wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan 
perjanjian tindakan kedokteran tersebut 
c. Langkah-langkah yang dilakukan pihak rumah sakit jika terjadi 
wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran 
d.  Tanggung jawab pihak rumah sakit jika terjadi wanprestasi oleh dokter 
dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran 
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian tindakan 
kedokteran pada pasien melahirkan 
a. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian 
b. Cara penyelesaian dari kendala yang dihadapi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
